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Andi Alfiah Tenri Gangka, E13113510. “Efektivitas UU No.14/2009 Dalam 
Menanggulangi Perdagangan Perempuan dan Anak ke Malaysia” dibawah 
bimbingan Adi Suryadi , selaku pembimbing I, dan Pusparida Syahdan selaku 
pembimbing II, pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan UU. No.14/2009 yaitu 
pengesahan protokol PBB tentang mencegah, menindak, dan menghukum 
perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak dalam, serta bagaimana 
efektivitas UU pengesahan tersebut dalam menanggulangi perdagangan perempuan 
dan anak ke Malaysia pada tahun 2009-2014. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode 
analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta perdagangan 
perempuan dan anak ke Malaysia pada tahun 2009-2014 serta bagaimana kebijakan 
UU No.14/2009 dalam menanggulangi perdagangan perempuan dan anak ke 
Malaysia. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode berbasis 
telaah pustaka, yang bersumber dari berbagai literature, seperti buku-buku, jurnal-
jurnal, artikel, dan internet yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang 
menganalisa fenomena perdagangan perempuan dan anak ke Malaysia pada tahun 
2009-2014, dan menganalisa dasar kebijakan UU No.14/2009 dan wujud kebijakan 
tersebut di Indonesia. 
Hasil penelitian ini menununjukkan bahwa di negara Indonesia fenomena 
perdagangan perempuan dan anak ke Malaysia, masih terus terjadi dan belum ada 
kebijakan yang mampu mengatur secara baik untuk jenis pelanggaran terorganisir 
tersebut. Maka Indonesia merasa perlu untuk mengatur kebijakan yang dapat 
menyelesaikan kasus ini tanpa harus terhalang oleh yurisdiksi. 
Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Protocol PBB, Indonesia, Malaysia, 










Andi Alfiah Tenri Gangka, E13113510. “The Effectiveness of UU No.14/2009 to 
Counter the Issue of Woman and Children Trafficking to Malaysia”. Under the 
supervision of Adi Suryadi as Supervisor I, and Pusparida Syahdan as 
Supervisior II, in Department of International Relations, Faculty of Social and 
Political Science, Hasanuddin University. 
This research aims to portray the UU. No.14/2009 which explains about the 
ratification of UN protocol toward the Prevention, Action, and Punishment for 
Human Trafficker, Specifically about Woman and Children. This research also aims 
to see the effectiveness of this law in order to counter the issue of woman and 
children trafficking to Malaysia under the year of 2009 – 2014. 
The research method that used by this thesis is descriptive analytical, that aims to 
describe the existing fact and data about woman and children trafficking to Malaysia 
under the year of 2009 – 2014 also to explain how UU No.14/2009 can counter the 
issue of Woman and Children Trafficking to Malaysia. In order to collect data, writer 
use Library Research as the method in collecting data that based on many resources 
such as literature, books, journals, article and internet that have relevance with the 
topic that being discussed. In this research, writer also uses qualitative technique of 
data analysis to analyze the phenomena of Woman and Children trafficking to 
Malaysia in the year of 2009 – 2014, and analyze UU No.14/2009 and its form in 
Indonesia. 
This research shows that in Indonesia the Phenomena of Woman and Children to 
Malaysia, still happen and yet to find the resolution or policy to counter this 
organized crime. Therefore, Indonesia need to establish a policy that can eliminate 
this issue without having a conflict with jurisdiction. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Keamanan internasional di era globalisasi masih tetap merupakan isu yang 
sangat penting sekalipun Perang Dingin telah berakhir dua dekade yang lalu. 
Mendiskusikan isu keamanan internasional tidak lagi hanya berbicara tentang 
keamanan “negara”, melainkan juga berkaitan dengan keamanan “manusia”1 
Dalam pandangan konvensional, masalah keamanan biasanya dipersepsikan dan 
ditangani dalam konteks hubungan antar negara. Artinya, bagaimana menjaga dan 
melindungi keamanan suatu negara dari ancaman pihak lain khususnya, yang 
berkaitan dengan ancaman militer yang berasal dari negara lain. Dalam pengertian 
ini, kemudian dipahami sebagai ‘keamanan tradisional’. 
Perdagangan manusia menjadi isu sentral dalam era globalisasi saat ini 
karena eksistensi dari kejahatan ini sudah menjadi epidemic di berbagai negara. 
Kasus ini tidak lagi semata-mata hanya merupakan persoalan tindakan kejahatan, 
melainkan pula terkait erat dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 
Pemahaman ini berkaitan dengan hak-hak paling fundamental dari manusia untuk 
memperoleh kehidupan yang lebih baik dan sejahtera hingga pengagungan hak 
individu sebagai manusia yang bermartabat.2 
                                                          
1Yulius P.Hermawan (2007). “Transformasi dalam studi Hubungan Internasional; Aktor, Isu dan 




Oleh karena itu Perdagangan manusia merupakan bentuk ancaman yangnon-
tradisional, yakni ancaman yang bukan hanya menyangkut keamanan negara 
(state security) tetapi lebih menekankan pada keamanan dan kesejahteraan 
individu sebagai bagian dari negara.3Di Indonesia korban dari perdagangan 
manusia yang terbesar adalah perempuan dan anak. Mereka dijanjikan 
mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan toko, pembantu rumah tangga, perawat, 
tetapi pada kenyataannya banyak dari mereka yang kemudian dijadikan sebagai 
pekerja seks komersial, tenaga kerja paksa, pernikahan paksa, dan eksploitasi 
seks.  
Permasalahan ini, sejak tahun 2000 telah menjadi isu besar yang menarik 
perhatian regional dan global. Selama ini , kasus-kasus perdagangan manusia 
hanya dianggap sebagai sebuah prostitusi, padahal dalam kenyataannya mencakup 
banyak bentuk lain dari kekerasan dan kerja paksa tanpa perlindungan. Perhatian 
dunia internasional sendiri terhadap isu perdagangan manusia dan ancaman yang 
ditimbulkannya dapat dilihat dengan lahirnya Convention Againts Transnational 
Organized Crime (Konvensi Melawan kejahatan Terorganisasi Transnasional) 
yang ditetapkan PBB pada tahun 2000.4 
PBB menempatkan Indonesia di peringkat kedua sebagai negara yang paling 
banyak terjadi perdagangan manusia, Indonesia disebut sebagai sumber pengirim, 
penampung, sekaligus sumber kejahatan perdagangan manusia. Migrant Care 
                                                          
3Vermonte, Philips Jusario, “Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya,” Analisis 
CSIS, Isu-isu Non-Tradisional (Jakarta: CSIS,2002) 
4Muhammad Rahardiyanto “Upaya Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Perempuan Dari 
Indonesia Ke Malaysia”, dalam Jurnal Dinamika HAM, Vol.8, No.1, Juni-April 2009 (Surabaya: 
Pusat Studi HAM Universitas Surabaya, 2009) Hal. 20 
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melaporkan fakta ada sekitar 6,5 juta rakyat Indonesia yang menjadi buruh 
migrant kita atau lebih dikenal sebagai TKI teridentifikasi sebagai buruh 3D, 
mereka yang bekerja di wilayah dirty (kotor), Dangerous (bahaya) and Difficult 
(sulit). Indonesia dikategorikan sebagai negara asal korban perdagangan 
perempuan dan anak di Asia Tenggara yang mana daerah utama korban ini 
ditujukan ke Malaysia. Data bulan Maret 2005 sampai Juli 2006 menujukkan 
bahwa dari 1.231 perempuan dan anak Indonesia yang diperdagangkan ke luar 
negeri, 75,5 persen dikirim ke Malaysia dan kemudian meningkat dari 3-4 ribu 
perdagangan perempuan dan anak ke luar negeri dan tujuan Malaysia meningkat 
hingga 78 persen. 5 
Banyak rute perdagangan orang dan titik-titik rawan yang dipakai oleh 
pelaku penyelundupan telah dilembagakan, seperti penyelundupan dari wilayah-
wilayah kepulauan Riau ke Malaysia, atau dari Provinsi-provinsi di Kalimantan ke 
Sabah atau Sarawak di Malaysia Timur. Untuk kasus di Indonesia, keberadaan 
jalur-jalur alternatif migrasi menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya 
perdagangan perempuan dan anak-anak. Rute-rute ini juga menjadi tempat 
persembunyian para pelaku dari kejaran aparat hukum dan keamanan. Wilayah-
wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia seperti Provinsi Riau dan 
                                                          
5United States Department of State, Trafficking in Persons Report 2010 - Indonesia, 14 June 2010,  
diakses dari http://www.refworld.org/docid/4c1883ecc.html, pada tanggal 11 November 2016 
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Kepulauan Riau menjadi jalur yang paling disenangi oleh para aktor pelaku 
perdagangan perempuan dan anak dan “pendatang haram” menuju Malaysia. 6 
Peluang dan kelemahan-kelemahan yang ada, seperti kemiskinan, sempitnya 
lapangan pekerjaan, kurangnya edukasi di tanah air menjadikan masalah ini 
semakin meluas dan sulit untuk dituntaskan. Sindikat memanfaatkan kondisi 
perempuan dan anak yang berada di garis kemisikinan dan kurangnya pendidikan 
untuk dirayu agar ikut dipekerjakan di Malaysia. Namun sesampainya di 
Malaysia, banyak dari mereka yang kemudian bekerja dan mendapatkan upah 
serta perlakuan yang tidak wajar.7 
Sebenarnya permasalahan perdagangan manusia khususnya perempuan dan 
anak Indonesia-Malaysia sudah ada sejak dahulu. Namun permasalahan ini 
seakan-akan tidak pernah bisa terselesaikan secara tuntas oleh pemerintah 
Indonesia-Malaysia malah tetapi terjadi peningkatan dalam angka perdagangan 
manusia. Kata perdagangan perempuan dan anak member arti yang jelas, yaitu 
perempuan dan anak yang diperdagangkan, dimanfaatkan segi tenaga dan 
seksualitasnya. Karena diperdagangkan, maka perempuan menjadi komoditas. 
Seperti mata dagangan lainnya, komoditas yang sama sekali tak lazim ini, juga 
mengikuti hukum penawaran dan permintaan (supply and demand) yang berlaku 
di pasar. Pada prinsipnya, pergerakan mekanisme pasar ini sulit diketahui, karena 
                                                          
6Sukawarsini Djelantik “Globalisasi, Migrasi Tenaga Kerja, Kejahatan Lintas Negara dan 
Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak” dalam jurnal Hubungan Internasional, Vol.6, No.2, 
September 2010 (Bandung: Parahyangan Centre for International Studies)  hal.101 
7Budi Winarno, 2010. Melawan Gurita Neoliberalisme. Jakarta: Penerbit Erlangga, hal. 25-26. 
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hal itu menyangkut kegiatan black economyyang serba gelap dan terlarang oleh 
hukum.8 
Meskipun Indonesia sudah memiliki UU No. 21 Tahun 2007, pada 
praktiknya sulit berjalan karena terkendala oleh Yurisdiksi. Indonesia secara 
multilateral mengikuti komitmen global dalam penghapusan perdagangan 
perempuan yang diwujudkan dengan menandatangani The United Nations 
Convention Against Transnational Organized Crime dan Protocol to Prevent, 
Suppress, and Punish Trafficking in Person, Especially Woman and Children 
tanggal 2000 tetapi pada saat itu belum diratifikasi oleh Indonesia dan ini menjadi 
acuan untuk kebijakan UU terbaru di Indonesia .9 
 Komitmen ini baru diratifikasi oleh Indonesia sejak periode ke-2 Presiden 
SBY yang kemudian dianggap oleh penyidik bisa lebih leluasa karena tidak 
terhalang oleh yurisdiksi dan melalui ratifikasi tersebut kemudian lahir extra 
territorial jurisdiction. Melihat semakin meningkatnya perdagangan perempuan 
dan anak Indonesia ke luar negeri khususnya ke Malaysia yang kemudian 
meningkat pada tahun 2011 terakhir menjadi permasalahan yang harus 
dipertanyakan, mengingat Indonesia tidak hanya baru sekali meratifikasi 
komitmen global dari PBB hingga munculnya acuan kebijakan UU terbaru untuk 
Indonesia yang telah diratifikasi pada tahun 2009. 
                                                          
8Ibid. Hal 2 
9Fat “Indonesia Ratifikasi Pencegahan Human Trafficking: Bisa memperluas jurisdiksi territorial 
tindak pidana perdagangan orang”, dalam berita Hukum Online 05 Februari 2009, diakses dari 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21103/indonesia-ratifikasi-protokol-pencegahan-
ihuman-trafficking, pada tanggal 15 November 2016 
 6 
 
 Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis kemudian tertarik untuk 
membahas implikasi instrument hukum internasional yang secara khusus 
mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional, 
yakni United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime 
(Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Teorganisasi) yang 
kemudian menjadi acuan UU Nomor 14 Tahun 2009 terhadap peningkatan 
perdagangan perempuan dan anak Indonesia ke Malaysia tahun 2009-2014 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Penelitian ini berfokus pada implikasi instrument hukum internasional yang 
telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2009, yaitu UU Nomor 14 Tahun 
2009 Tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking 
In Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations 
Convention Against Transnational Organized Crime. 
Dengan batasan tersebut, berikut merupakan formulasi rumusan masalah yang 
dibahas dalam penelitian ini : 
1. Bagaimana Fenomena Permasalahan Perdagangan Perempuan dan 
Anak Indonesia tahun 2009-2014 ke Malaysia? 
2. Bagaimana Efektivitas UU no 14/2009 terkait pencegahan dan 






C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia no.14/2009 
terhadap peningkatan perdagangan perempuan dan anak ke Malaysia. 
Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi 
Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam 
mengkaji dan memahami kebijakan pemerintah Indonesia terkait 
perdagangan perempuan dan anak ke Malaysia. 
2. Sebagai referensi tambahan bagi setiap aktor hubungan internasional, baik 
itu individu, organisasi, pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah 
baik dalam tingkat nasional, regional maupun internasional tentang 
bagaiamana sistem dan efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia 









D. Kerangka Konseptual 
1. Konsep Human Trafficking (Perdagangan Manusia) 
Dalam tulisan ini, kerangka konseptual yang digunakan adalah mengenai 
konsep perdagangan manusia. Definisi mengenai perdagangan manusia (human 
trafficking) telah dibahas dalam forum-forum internasional dan dipahami sebagai 
sebuah permasalahan global. Dalam protokol Perserikatan Bangsa-bangsa, 
perdagangan manusia adalah kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, 
menampung atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-
bentuk pemaksaan lainnya. Bentuk-bentuk pemaksaan dalam proses perdagangan 
manusia antara lain adalah menculik, menipu, memperdaya, membujuk korban, 
menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang atau memanfaatkan ketidaktahuan, 
keingintahuan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban 
atau dengan memberikan atau menerima pembayaran serta imbalan untuk 
mendapatkan izin dari orangtua, wali dan orang lain yang mempunyai wewenang 
atas diri korban dengan tujuan untuk memeras tenaga (mengeksploitasi korban).10 
Human Trafficking merupakan salah satu transnational organized crime 
yang merupakan sebuah bentuk kejahatan yang terorganisir dengan baik, memiliki 
struktur yang jelas dan aturan yang mengikat anggotanya. Kejahatan ini 
beroperasi hingga melampaui batas-batas negara, memiliki hubungan antar 
jaringan yang kuat dan sangat rahasia. Mereka bergerak atas dasar berbisnis untuk 
memperoleh keuntungan financial maupun materil lainnya. 
                                                          
10Budi Winarno, 2011, Isu-Isu Global Kontemporer: Kejahatan Perdagangan Manusia (Human 
Trafficking), Yogyakarta: CAPS. Hal 301-302 
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 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan teori human 
trafficking sebagai alat yang berguna untuk menganalisis masing-masing kasus 
untuk menemukan apakah kasus tersebut termasuk trafficking, atau tidak. Agar 
suatu kejadian dapat dikatakan sebagai trafficking, kejadian tersebut harus 
memenuhi paling tidak satu unsur dari ketiga kriteria yang terdiri dari proses, 
jalan/cara dan tujuan.  
Menurut Hanson, perdagangan manusia adalah fenomena global yang 
didorong oleh banyaknya permintaan, dan dipicu oleh kemiskinan dan 
pengangguran. Jumlah korban perdagangan kian lama kian meninggi di berbagai 
negara di seluruh dunia. Korban mengalami kekerasan, penipuan, atau pemaksaan 
untuk kemudian dieksploitasi sebagai tenaga kerja paksa, eksploitasi seksual, atau 
sebagai pekerja rumah tangga. Mirip dengan perdagangan internasional dalam 
barang dan jasa, perdagangan orang adalah bisnis yang menguntungkan karena 
globalisasi telah membuat lebih mudah untuk memindahkan orang-orang di 
sekitar dunia. Pada saat yang sama, polarisasi pembangunan global juga telah 
membuat kesenjangan pendapatan dari tenaga kerja layanan di seluruh negara, 
sementara orang-orang yang ingin pindah ke negara-negara terkemuka untuk 
pekerjaan dan pendapatan menghadapi hambatan yang lebih ketat pada hukum 
migrasi.11 
Berdasarkan UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (PTPPO) definisi perdagangan orang adalah tindak 
                                                          
11M Gandhi Lapian & Geru. A.Hetty, 2010, Trafficking Perempuan dan Anak : Penanggulangan 
Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 132-133 
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perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali tersebut, baik yang 
dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau 
mengakibatkan orang tereksploitasi.12 
2. Counter of Human Trafficking Concept (Konsep Penanggulangan 
Perdagangan Manusia) 
Counter Human Trafficking melalui UNTOC-Expecially Protokol 
menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang bisa ditempuh, khususnya pada pasal 
9 dan 10. Pada pasal 9 tentang pencegahan perdagangan Manusia disebutkan:  
1. Negara Pihak wajib menetapkan kebijakan-kebijakan, program dan 
langkah- langkah lain:  
a. Untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia; 
dan  
b. Untuk melindungi korban perdagangan manusia, 
khususnya perempuan dan anak. 
2. Negara Pihak wajib berupaya untuk mengambil langkah-langkah seperti 
penelitian, informasi dan kampanye media massa dan sosial dan inisiatif 
ekonomi untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia.  
                                                          
12Republik Indonesia, Undang-Undang RI  No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, Bab I Pasal I 
 11 
 
3. Kebijakan, program dan langkah-langkah lain yang ditetapkan sesuai 
dengan Pasal ini, sesuai, termasuk kerja sama dengan organisasi non-
pemerintah, organisasiorganisasi lain yang relevan dan elemen masyarakat 
sipil lainnya.  
4. Pihak Negara akan mengambil atau memperkuat langkah-langkah, 
termasuk melalui kerjasama bilateral atau multilateral, untuk mengurangi 
faktor-faktor yang membuat orang, terutama perempuan dan anak–anak, 
rentan terhadap perdagangan, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan 
kurangnya kesempatan yang sama.  
5. Negara–negara Pihak harus mengadopsi atau memperkuat legislatif atau 
lainnya langkah-langkah, seperti langkah-langkah pendidikan, sosial atau 
budaya, termasuk melalui kerjasama bilateral dan multilateral, untuk 
mencegah permintaan yang memupuk semua bentuk eksploitasi manusia, 





3. Teori Kebijakan Luar Negeri 
Kebijakan luar negeri merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh 
pemerintah suatu negara berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor 
lain dalam politik dunia demi mencapai tujuan nasionalnya. Tidak semua tujuan 
negara dapat dicapai di dalam negeri. Karena itu suatu negara harus menjalin 
hubungan dengan negara atau aktor-aktor lain dalam sistem internasional. 
Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat 
oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit 
politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional 
spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Kebijakan luar 
negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk 
mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya.13 
Mark R. Amstutz mendefinisikan kebjijakan luar negeri sebagai, explicit and 
implicit actions of governmental officials designed to promote national interest 
beyond a country’s territorial boundaries. Dalam definisi ada tiga tekanan utama 
yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan 
jangkauan kebijakan luar negeri yang melewati batas kewilayahan suatu negara. 
Dengan demikian semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi 
aktor-aktor lain di luar batas wilayahnya secara konseptual merupakan bagian dari 
kebijakan luar negeri. 14 
                                                          
13Banyu Perwita, Yanyan, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional: Politik Luar Negeri 
dalam Studi Hubungan Internasiona, Bandung: PT.Remaja Rosda Karya. Hal. 49 
14Aleksius, 2008, Politik Global Dalam Teori dan Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 64 
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James N. Rosenau menguraikan konsep foreign policy ke dalam tiga 
pengertian yang berbeda baik substansi maupun cakupannya. Pada tingkat 
pertama kebijakan luar negeri dipahami sebagai seperangkat prinsip atau orientasi 
umum yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan luar negeri suatu negara. 
Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan 
komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam hubungan 
dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternal. Akhirnya rencana dan komitmen 
tersebut diterjemahkan dalam langkah atau tindakan yang nyata berupa mobilisasi 
sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan efek dalam pencapaian 
tujuan.15 
Langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup: 
1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk 
tujuan dan sasaran yang spesifik. 
2. Menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan 
internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri. 
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang 
dikehendaki. 
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai 
kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan 




6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan 
yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang 
dikehendaki. 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 
kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini akan menjelaskan implikasi 
kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan peningkatan angka 
perdagangan perempuan dan anak ke Malaysia. Dan mengetahui 
mengapa bisa terjadi peningkatan angka perdagangan perempuan dan 
anak di tahun 2009-2014.  
Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi 
tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan 
penelitian, dan lokasi penelitian. Lebih spesifik, cakupan bagian dari tipe 
penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptis, yaitu 
penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris 
disertai argument yang relevan. Kemudian, hasil uraian tersebut 
dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat 
analitik. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode 
Library Research untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-
data dapat didapatkan melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, serta dari 
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berbagai media lainnya seperti internet, majalah ataupun surat kabar 
harian. Bahan-bahan tersebut dari beberapa tempat yang penulis akan 
kunjungi, yaitu: 
1. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar 
2. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia di Jakarta 
3. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta 
4. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia di Jakarta 
3. Jenis Data 
Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder 
merupakan data yang diperoleh melalu studi literature seperti buku, 
jurnal, artikel, majalah, handbook, situs internet, institute dan lembaga 
terkait. Adapun, data yang dibutuhkan ialah data yang berkaitan 
langsung dengan penelitian penulis tentang kebijakan pemerintah 
tentang penanggulangan perdagangan perempuan dan anak ke Malaysia 
yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2009-2014 dan 
mengetahui bagaimana fenomena perdagangan perempuan dan anak ke 
Malaysia pada saat itu. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam 
menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. 
Menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta, 
kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga 
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menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Sedangkan, data kuantitatif 
memperkuat analisis kualitatif. 
 
5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis ialah metode 
deduktif, yaitu menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, 
















Permasalahan Perdagangan Perempuan dan Anak di kedua 
negara 
A. Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia ke Malaysia tahun 
2009-2014 
Perdagangan orang (trafficking in persons) untuk berbagai tujuan, di 
Indonesia telah berlangsung sejak dahulu kala, dan sampai sekarang perbudakan 
modern itu masih tetap berlangsung bahkan semakin marak. Landasan bagi 
perkembangan industri seks ini sudah terbentuk sejak jaman Raja-raja Jawa 
dahulu yaitu dengan meletakkan perempuan dan anak di bawah umur sebagai 
barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya 
kekuasaan dan kemakmuran. 16 
Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang padat dan memiliki 
bentuk negara dengan banyak pulau menjadi salah satu negara supplier korban 
Human Trafficking khususnya perempuan dan anak, bukan hanya dalam negeri 
saja(domestik) namun juga lintas batas negara(transnational). United Nationals 
Children Funds (UNICEF) memperkirakan bahwa sebanyak 100 ribu perempuan 
dan anak-anak diperdagangkan setiap tahun untuk dipekerjakan sebagaia Pekerja 
Seks Komersil(PSK) di Indonesia maupun di luar negeri.17 
                                                          
16 Human Trafficking and Modern Day Slavery, diakses dari : 
http://gvnet.com/humantraffciking/indonesia.htm, diakses tanggal 6 Januari 2017 
17 Red Light for Japan’s Human Trafficking, diakses dari: http://japanwatching.com/japan-and-the-
world//99-red-lights-for-japans-human-trafficking, diakses tanggal 6 Januari 2017 
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Perdagangan manusia bukan merupakan hal baru di Indonesia. Praktik yang 
sudah dikenal sejak lama dalam kehidupan sosial ini, dalam realitasnya hingga 
kini masih terus berlanjut. Bahkan mantan presiden RI Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) menilai perdagangan manusia sebagai salah satu aksi dan 
kejahatan lintas negara telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan.18 
Perempuan dan anak lebih sering diperdagangkan karena kaum ini 
merupakan pihak yang lemah dan mudah menjadi korban penipuan, 
pembohongan, dan pemaksaan oleh agen yang mencari sasaran di negara asal 
untuk dipekerjakan di luar negeri. Korban dipaksa bekerja tanpa dibayar atau 
kalaupun dibayar dengan upah yang sangat rendah, atau dengan ketentuan-
ketentuan yang sifatnya eksploitatif. Praktek ini disebut perdagangan atau bisnis 
yang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern. Meskipun perbudakan 
merupakan praktek illegal di sebagian besar negara, akan tetapi fenomenan ini 
masih berlangsung. Korban dari perdagangan perempuan dan anak ini 
dipekerjakan dalam situasi yang bervariasi, seperti menjadi Pekerja Seks Komersil 
(PSK), kewajiban membayar utang dengan tenaga bahkan untuk di bawah umur, 
atau perbudakan paksa. Perdagangan bayi dan anak-anak untuk diadopsi atau 
untuk tujuan lain juga termasuk kategori perdagangan manusia.19 
Sebanyak 30% dari PSK di Indonesia berusia di bawah 18 tahun, dan 
sebanyak 40-70 ribu anak Indonesia merupakan korban dari eksploitasi seksual. 
                                                          
18 Arry Anggadha, Fadila Fikriani Armadita, “SBY: Kejahatan Lintas Negara Sangat 
Memprihatinkan”, http://nasional.vivanews.com/news/read/20994-sby--kejahatan-lintas-negara-
mengkhawatirkan, 17 Maret 2011, diakses tanggal 6 Januari 2017 
19 Coalition Against Trafficking in Women, diakses dari: 
http://www.catwinternational.org./factbook/usual.php, diakses tanggal  8 Januari 2017 
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IOM Indonesia mencatat bahwa pada bulan Maret 2008-2014 April sebanyak 
3.127 korban dengan proporsi 25,6% umur anak (laki-laki dan perempuan), 67,6% 
perempuan dan 6,7% laki-laki dewasa. Dengan jumlah keseluruhan tiap provinsi 
perhatikan tabel 1. 




Jumlah Korban Secara Keseluruhan 
Jawa Barat 707 
Kalimantan Barat 650 
Jawa Timur 384 
Jawa Tengah 340 
NTB 217 
Sumatera Utara 211 
Lampung 157 
NTT 122 
Sumatera Selatan 56 
Banten                           64 
      Sulawesi Tengah                              55 
         DKI Jakarta                                            42 
Sumber: IOM Indonesia 
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Selain di dalam negeri, mereka juga diperdagangkan ke luar negeri. 
Sebagian besar dikirim ke negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura, dan diluar 
negara Asia yaitu Saudia Arabia dan Irak.20 
Sebagian besar perempuan Indonesia bermigrasi sukarela sebagai pembantu 
rumah tangga tetapi kemudian dipaksa menghadapi kondisi yang menyiksa. 
Beberapa perempuan Indonesia direkrut melalui janji-janji palsu untuk 
dipekerjakan tetapi kemudian dipaksa menjadi PSK atau buruh kasar.21 
Malaysia sendiri sebagai sebuah negara yang multikultur dan heterogen 
memiliki kebudayaan yang hampir sama dengan Indonesia, baik dari bahasa, 
agama, budaya dan makanan pun memiliki kesamaan dengan Indonesia. Hal 
tersebut disebabkan karena Malaysia dan Indonesia adalah saudara dan bangsa 
serumpun, serta memiliki kesamaan sebagai bangsa melayu. Kesamaan 
tersebutlah yang sering membuat pasang surut hubungan Indonesai dan Malaysia, 
dimana banyaknya permasalahan klaim produk antara Indonesia dan Malaysia 
tersebut dapat menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kebudayaan yang 
hampir sama dan banyaknya penduduk Indonesia yang tinggal di Malaysia. 
Pertumbuhan yang cepat dan tingkat kesejahteraan di Malaysia menjadi 
faktor yang menarik orang dari negara lain termasuk Indonesia untuk menetap dan 
mencari pekerjaan di Malaysia. Terdapat berbagai faktor lain yang menjadi 
penarik banyaknya pekerjaan di Malaysia, seperti tingginya kesempatan bekerja di 
                                                          
20United Nations Children Funds (UNICEF), diakses dari: 
http://www.unicef.org/about/employ/index.html, diakses tanggal 8 Januari 2017 
21United Nations Children Funds (UNICEF), Fighting sexual exploitation an trafficking in 
Indonesia,  diakses dari: http://www.unicef.org./infobycountry/indonesia_23650.html, diakses 
tanggal 18 Januari 2017  
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Malaysia terutama dalam sektor kerja kasar dan kerja rendahan.Kemudian nilai 
kurs mata uang Malaysia yang tinggi disbanding mata uang negara asal dimana 
untuk saat ini RM 1 senilai dengan 3.265.36 Rupiah Indonesia, Thailand Bath, 
24.88 Nepalese Rupee, 15-55 Indian Rupee, 11.00 Philippine Peso.22 
Selain kedua faktor diatas, longgarnya aturan keluar masuk negara Malaysia 
pun mempengaruhi pilihan para imigran illegal untuk masuk ke Malaysia, 
sehingga dapat dikatakan bahwa Malaysia tampak menjadi pilihan menjanjikan 
bagi orang dari negara lain termasuk negara tetangganya Indonesia untuk mencari 
pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. 
Kasus trafficking yang dialami oleh warga Negara Indonesia khususnya 
perempuan dan anak dengan angka tertitinggi dibandingkan tujuan negera lain, 
mayoritas korban dikirim ke Malaysia sebanyak 92,84% dari total korban yang 
dikirim ke negara lain.23 Sehingga dapat disimpulkan bahwa Malaysia masih 
menjadi destination country utama dari kasus perdagangan perempuan dan anak 
dari Indonesia. 
Banyaknya jumlah kasus human trafficking disebabkan karena Indonesia 
yang berbatasan langsung dengan berbagai negara tetangga, baik melalui jalur laut 
maupun darat. Salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia 
adalah Malaysia, kedua negara ini berbatasan secara langsung pada jalur darat 
                                                          
22The Money Converter, “Malaysia,” diakses dari: http://themoneyconverter.com/MYR.aspx, 
tanggal 19 Januari 2017 
23Gugus Tugas Trafficking, “Number of Trafficked Persons Based on Destination Where They 
Were Trafficked 2005-2010 (from IOM) diakses dari: 
http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1250:nu
mber-of-trafficked-persons-based-on-provinces-of-origin-2005-2010-, tanggal 19 Januari 2017 
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yaitu di Pulau Borneo. Kalimantan Barat (Indonesia) berbatasan langsung dengan 
Sarawak (Malaysia Timur), jalur ini kemudian dijadikan tujuan transit dari kota 
atau daerah pengirim korban perdagangan perempuan dan anak yang akan dikirim 
ke destination country, Malaysia. Jalur perbatasan darat antara Indonesia dan 
Malaysia sangat rawan terhadap tindak kejahatan transnasional, layaknya kasus 
penyelundupan human trafficking. Kalimantan Barat yang menjadi tempat transit 
korban dari berbagai provinsi di Indonesia menjadi provinsi kedua di Indonesia 
dengan jumlah 19,33%, setelah Jawa Barat sebagai provinsi yang rawan terhadap 
tindak kejahatan human trafficking dengan jumlah mencapai 22,76%. 
Kalimantan Barat yang kemudian dijadikan sebagai transit dan 
penampungan bagi korban dari human trafficking ternyata juga melibatkan 
berbagai daerah di Kalimantan Barat itu sendiri. Kota Pontianak dan Entikong 
merupakan rute trafficking untuk rute internasional dari Indonesia ke Malaysia, 
baik sebagai tempat rekrut, penampungan dan tempat pembuatan surat-surat 
perizinan. Kota Pontianak menjadi daerah rekrutmen dan transit bagi korban 
sebelum pada akhirnya dibawa ke Entikong untuk kemudian dikirim ke 
Malaysia.24 
Kasus tindak kejahatan Human Trafficking khususnya perempuan dan anak 
ini merupakan tindak kejahatan yang sulit untuk diungkap karena bersifat 
terorganisir dengan melibatkan banyak aktor di dalamnya. Hal tersebut 
menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan data jumlah korban dari human 
                                                          
24Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, International Catholic 
Migration Commisions (ICMC) and American Centre for International Labor Solidarity (ACILS), 
Jakarta,  2003,  hal.33 
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trafficking secara spesifik, karena banyaknya korban yang tidak melaporkan ke 
pihak berwenang karena berbagai alasan yang ada.  
Berdasarkan dari tabel 2, diketahui bahwa kasus perdagangan perempuan 
dan anak di Indonesia dengan tujuan negara tetangga Malaysia dari tahun 2004-
2008 mengalami peningkatan, tahun 2008 – 2009 mengalami penurunan, dan 
















Presentase Angka Perdagangan Perempuan dan Anak Tujuan Negara 
Malaysia 
 
No Tahun Jumlah Korban  Pelaku 
  Dewasa (Perempuan) Anak-anak  
1 2004 103 10 83 
2 2005 125 18 86 
3 2006 486 129 255 
4 2007 334 240 175 
5 2008 519 88 199 
6 2009 145 67 163 
7 2010 356 56 224 
8 2011 169 87 115 
9 2012 174 78 131 
10 2013 155 66 160 
11 2014 96 76 125 
Sumber: Data Bareskrim Mabes Polri Tahun 2009, Data IOM (Internastional Organization for 
Migration), Human Trafficking Watch 
Rute darat yang sangat popular bagi para pelaku perdagangan, dimana 
sebagai gudang trafficking kedua di Indonesia yaitu Kalimantan Barat dan letak 
geografisnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia yang merupakan tujuan 
utama rute internasional trafficking dari Indonesia. Menurut Kantor Imigras 
 35 
 
Entikong pada tahun 2014-2015, 1996 orang penduduk Indonesia yang 
menyebrang jalur Entikong Tebedu,” dimana untuk melintasi Entikong di 
Kalimantan Barat terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu buruh migrant sebagai 
pembantu rumah tangga dan perkebunan di Malaysia, PSK di bawah umur, 
pengantin pesanan dengan tujuan eksploitasi, perdagangan bayi dan ibu hamil, 
dan pengungsi internal.25 Dimana mayoritas dari korban merupakan perempuan 
yang berada di posisi rentan untuk menjadi korban trafficking.  
Tindak kejahatan Human Trafficking merupakan suatu tindakan yang 
terorganisir dan tidak terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga adanya beberapa 
tahap dalam alur terjadinya trafficking dari provinsi yang dijadikan tujuan transit 
ke Malaysia. 
Perempuan dan anak korban trafficking adalah kelompok yang paling rawan 
mengalami berbagai bentuk penganiayaan secara fisik, emosional maupun 
seksual. Seringkali mereka tidak mampu keluar dari siklus kekerasan yang 
menjebaknya. Sedangkan menurut data statistic CTU IOM pada bulan Maret 2005 
hingga Januari 2007, disebutkan bahwa kebanyakan dari korban trafficking 
mengalami gangguan depresi yakni mencapai 75,5%. 
Data statistik CTU IOM Maret 2005 sampai dengan 2007 menunjukkan 
bahwa mayoritas bentuk eksploitasi yang diterima korban perdagangan 
perempuan dan anak adalah eskploitasi tenaga kerja yakni dipekerjakan sebagai 
pembantu rumah tangga yang jumlahnya mencapai 51% dari korban perdagangan 
                                                          
25Ruth Rosenberg, op.cit.,hal.200. 
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perempuan dan anak yang ditangani oleh lembaga ini, dan perempuan buruh 
migrant baik umur dewasa maupun usia anak yang dipekerjakan di Malaysia yang 
disebutkan jumlahnya mencapai 1405 orang dalam periode ini. 
Di antara jumlah korban perdagangan perempuan dan anak yang telah 
dijelaskan pada tabel 2. Dalam penelitian ini mengambil 4 contoh kasus yang 
memiliki variasi atau faktor yang melatarbelakangi para korban trafficker untuk 
mencari pekerjaan ke negara tujuan Malaysia, diantaranya adalah:  
1. Adelia Korban Perdagangan Anak 
Adelia gadis berumur 16  tahun, berasal dari Kabupaten Pemalang. 
Adelia sebelumnya hidup dengan ibunya yang bekerja sebagai buruh 
tani di desanya, ibunya harus bekerja lebih keras karena Ayahnya 
wafat dikarenakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena 
alasan biaya, beberapa kakaknya tidak lulus SD. Sedangkan Adelia 
sendiri beruntungnya masih bisa mengenyam bangku sekolah hingga 
SMP saja. Sejak lulus SMP, Adelia kemudian pergi ke Jakarta atas 
tawaran temannya untuk bekerja sebagai PRT. Dia bekerja melalui 
seorang makelar yang juga bertempat tinggal di daerah Pademangam 
yang bernama Nur Ismayati. Dalam perkembangannya akibat bujuk 
rayu oleh Nur Ismayati yang juga menjadi sponsornya. Akhirnya dia 
setuju untuk ikut bekerja di Malaysia. Atas kesadarannya sendiri dia 
memutuskan untuk pergi mencari kehidupan yang lebih layak dan 
semata-mata untuk membahagiakan keluarganya. Proses 
pemberangkatannya pun mulai dari Jakarta untuk menuju ke Medan 
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yang dimana ia harus menunggu lagi selama 2 bulan lebih sambil 
menjalani training. Baru kemudian Adelia diberangkatkan ke 
Malaysia. Adapun secara rinci tahapan yang dilewati, korban tidak 
langsung diberangkatkan ke Malaysia dan ternyata dikirimkan dulu 
di tempat penampungan dengan alasan korban diharuskan mengikuti 
training, tidak cukup sampai di situ sesampainya di Malaysia pun 
ternyata korban mengalami penipuan dengan cara dijanjikan akan 
mendapatkan gaji yang lebih besar daripada di Indonesia. 
Sebelumnya korban tidak diberitahukan bagaimana kondisi 
pekerjaannya di Malaysia, hanya diberitahu bahwa ia akan menerima 
gaji sebesar Rp.1.500.000,- perbulan dan potongan gaji hanya 2 
bulan. Oleh sponsor diberitahukan bahwa ia hanya akan bekerja 
dengan jangka waktu 1 tahun. Pada kenyataannya Adelia memang 
dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, tetapi selama 3 tahun 
ia bekerja tidak pernah digaji, oleh majikannya tidak diizinkan untuk 
keluar dari wilayah kerja-rumah, bahkan untuk sekedar menegur 
sapa orang lain.26 
2. Ijah Korban Perdagangan Perempuan 
Selain Adelia, korban lain yang bernama Ijah dengan umur 30 tahun 
asal Tasikmalaya juga menjadi korban trafficking ke negara 
Malaysia. Latar belakang korban ini sebelumnya meninggalkan desa 
karena sudah tidak tahan atas perilaku kasar sang suami yang sering 
                                                          
26 S. Edi Hardum, 2015. Perdagangan Manusia Berkedon Pengiriman TKI, Jogjakarta: Ar-Ruzz 
Media, Hal 145. 
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melakukan kekerasan dalam rumah tangga Klien dimadu 1 tempat 
tinggal dengan istri muda sang suami. Sebelumnya korban pernah 
bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama 1,5 tahun di 
Malaysia tepatnya pada tahun 2005. Untuk keberangkatannya yang 
pertamanya ini korban mengatakan dirinya berhasil. Saat pulang, 
korban membawa uang hasil kerjanya Rep.6.600.000. Uang tersebut 
pada awalnya klien percayakan kepada sang suami untuk 
ditabungkan di Bank. Namun, ternyata uang tersebut disalahgunakan 
sang suami untuk menghidupi istri mudanya. 
Kebarangkatan pertama korban ini melalui sponsor yang bernama 
Teni dari kampungnya tepatnya tahun 2005. Dari sponsornya ini 
korban ditawari gaji RM 400 dengan potongan 3 bulan saja. 
Keberangkatan kedua korban secara sadar diputuskan oleh dirinya 
sendiri, kembali bekerja ke Malaysia. Klien bekerja atas tawaran 
sponsor lain yang bernama Monica Bisri. Klien ditawari pekerjaan 
sebagai PRT di daerah Kuching dengan iming-iming gaji RM 250 
dengan potongan selama 2 bulan. Kali ini korban berangkat pada 10 
Juli 2012 dari Jakarta menuju sebuah PT di daerah Bogor. Disitulah 
kemudian korban ditampung selama 12 hari. Setelah itu klien 
berangkat menuju Tanjung Priok dan turun di perbatasan 
Pontianak.27 
                                                          
27 S. Edi Hardum, 2015. Perdagangan Manusia Berkedon Pengiriman TKI, Berita Permasalahan 
TKI Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Hal 159 
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Setelah sampai di perbatasan, korban dijemput oleh pak Hasyim lalu 
klien disarankan menginap karena saat itu klien tiba pada pukul 2 
dinihari. Namun pada pukul 4 dinihari klien diberangkatkan menuju 
perbatasan Entikong dan ditampung lagi di sana sealam 5 hari di 
rumah seorang bernama Wati. Korban memiliki paspor dengan 
alamat sponsor namun saat ini paspor tersebut disimpan oleh sang 
majikan. Korban tidak diperkenankan untuk membaca surat kontrak 
yang sempat ia tandatangani. Korban dipekerjakan di daerah 
Kuching. Ia mulai bekerja pada pukul 5 hingga 12 malam, bekerja 
sebagai PRT di rumah pada pukul 9 pagi. Setelah itu ia juga 
diperintahkan untuk bekerja membersihkan kantor sang majikan. 
Korban seringkali tidak diberikan makan, sering dipukuli dan juga 
diancam oleh majikannya. 
Pernah suatu saat karena merasa sudah tidak tahan lagi dengan ulah 
sang majikan yang memerintahkannya untuk memandikan anjing 
dan dipaksa tidur di kandang anjing, ia pun memutuskan untuk 
kabur. Korban kabur pada jam 11 malam dan ditolong oleh tetangga 
sang majikan. Korban sempat tinggal di rumah orang yang 
menolongnya selama 3 hari. Setelah itu korban diantarkan ke 
Konsulat RI dan tinggal di sana selama 16 hari. 
3. Memey Korban Perdagangan Perempuan 
Contoh kasus ini juga dialami oleh Wanita berumur 28 tahun 
Rochtriyati yang akrab disapa dengan sebutan Memey. Awal 
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mulanya ia hanya diming-imingi janji manis oleh seorang calo. 
Karena alasan masalah ekonomi, dari sebuah perkenalan yang 
singkat ditawai untuk bekerja menjadi penjaga toko di Malaysia, 
Memey langsung mengiyakan. Ia dengan cepat percaya karena 
tahanya dirinya saja yang diberangkatkan pada saat itu. Pada maret 
2007, korban berangkat ke Malaysia. Tawaran bekerja ini didapat 
Memey dari kenalannya. Suyatmi, yang dikenal sebagai calo di salah 
satu Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). 28 
Dari Suyatmi, memey diserahkan kepada perempuan yang bernama 
Sri dari Magelang. Diberangkatkan menuju entikong, Kalimantan 
Barat, dengan menggunakan kapal laut melalui Semarang. 
Sesampainya di Entikong, seorang pria menjemput dan mengurus 
segara keperluan mereka, termasuk paspor.  Setelah korban dibawa 
ke perbetasan dan diserahterimakan kepada empat pria yang tegap 
yang diketahui sebagai warga Malaysia, dan dibawah ke Kuching, 
Malaysia. Menurut Memey, sampai pada titik ini dia belum sadar 
dan sudah diperdagangkan. Sesampainya di Kuching, Malaysia pada 
pertengahan Maret 2007, bersama korban yang lainnya ditempatkan 
di penampungan. Malam setelah mereka tiba, korban dijemput oleh 
sekelompok pria dan diajak jalan-jalan oleh majikan untuk membeli 
beberapa pakaian yang bagus kemudian ia dan korban lainnya 
didandani. Memey mengaku ternyata saat makan malam di restoran, 
                                                          
28 Tito Sianipar,2012. Tragedi Memey 3: Tawaran Kilat Nan Menggiurkan. Diakses dari : 
http://www.google.co.id/amp/s/m.tempo.co/amphtml/read/news/2012/10/20/173436798/tragedi/m
emey-3-tawaran-kilat-nan-menggiutkan, pada tanggal 7 April 2017 
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itu bukan ajakan senang-senang melepas penat setelah perjalanan 
sehari sebelumnya, melainkan korban sedang dipajang untuk 
melayani para lelaki hidung belang. 
Menjadi pekerja seks dan melayani tamu dilakoni setiap hari. Ia 
hanya libur ketika mendapat tamu bulanan. Korban tidak tahu 
penampungan itu berada di sebelah mana kota Kuching. Pasalnya, 
perempuan-perempuan korban trafficking tidak bisa melihat dunia 
luar, kecuali sedang dibawa tamu. Memey sendiri mengakui tak 
pernah berusaha kabur karena punya strategi berbeda.  
Strateginya adalah dengan cara menangis depan pelannggan dan 
memohon utuk membebaskannya, tak disangka cara itu berhasil. 
Pelanggan Memey saat itu iba dan kerap membawanya keluar dari 
penampungan. Tidak hanya itu ternyata si pelanggan malah 
memberikannya sebuah telepon seluler kepada korban unruk 
digunakan menghubungi kelurga atau siapapun. 
Sehari setelah sambungan telepon itu, dan bantuan pelanggan 
tersebut polisi Malaysia menggerebek lokasi penampungan. Pada 
saat inilah kemudian Memey berhasil bebas dari penampungan dan 
kemudian dibawa pulang ke Jakarta dan menjalani tes kesehatan di 
RS Polri Kramat Jati yang menyatakan dirinya positif terkena HIV 
AIDS. 
4. Fanisa Korban Perdagangan Anak 
 42 
 
Contoh kasus terakhir adalah korban perdagangan anak, Fanisa 
Rizkia berumur 15 tahun, warga Mon Geudong, Kecamatan Banda 
Sakto, Lhokseumawe, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). 
Gadis yang berhasil lolos dari musibah Tsunami Aceh 26 Desember 
2004 lalu, tak disangka telah menjadi korban perdagangan manusia 
di negeri Jiran, Malaysia, Jumat 19 Desember 2014. 
Saat bencana Tsunami terjadi dia baru berusia lima tahun. Saat itu 
dia bersama keluarganya tinggal di Banda Aceh, namun dirinya 
tidak ingat lagi lokasi atau alamat rumahnya. Sejak terjadinya 
musibah tersebut, Fanisa ini terpisah dengan orang tua, dan 
kakaknya. Lalu dirinya diambil oleh seseorang bernama 
Sabariah(Bayah) dan seminggu pasca tsunami dia dibawa ke Medan. 
Pasca kejadian Tsunami Fanisa diadopsi oleh Bayah.  
Sabariah saat iru bekerja menjalankan usaha laundry dan belum 
berkeluarga, dari hasil usahanya itulah, fanisa akhirnya dimasukkan 
sekolah hingga tamat SMP. Fanisa mengaku bahwa Bayah ada 
perempuan yang baik, dia mau membiayai sekolah dan makannya, 
dan dianggap sudah seperti ibu sendiri. Sampai akhirnya Fanisa 
tumbuh dewasa, sering menanykan keluarga aslinya kepada Bayah, 
namun Bayah tidak pernah menjawab dengan signifikan sampai 
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akhirnya Sabariah meninggal dunia karena penyakit kanker tahun 
2012.29 
Sepeninggal Bayah, hidup Fanisa mulai kacau. Sedangkan untuk 
melanjutkan sekolah, Fanisa mengaku tidak lagi bisa 
melanjutkannya, karena sudah hidup menjadi anak jalanan di 
Medan. Sejak saat itu pulah rumah yang ditempati selama ini 
bersama Bayah diminta ileh pihak keluarga Bayang yang ada di 
Medan, dan Fanisa pun tidak lagi diizinkan menempati rumah itu. 
Selama 4 tahun lebih hidup Fanisa, berpindah-pindah dan harus 
bekerja seraburan. Sampai ia bertemu dengan salah seorang wanita 
yang bernama Ida. Menurut pengakuan wanita yang baru dikenalnya, 
bahwa dirinya adalah teman dari mendiang Sabariah. Ida kemudian 
menawarinya pekerjaan di sebuah restoran Malaysia. Dengan 
tawaran tersebut Fanisa tidak mau menyia-nyiakan kesempatan demi 
memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Dalam proses pemberangkatannnya, ternyata Ida menyerahkannya 
kepada Elisa, salah seorang Agen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di 
kota Medan. Namun sempat terjadi kendala pada umur Fanisa yang 
saat itu belum memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi TKI. 
Mereka pun memalsukan data atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
Fanisa dengan menambahkan umurnya tiga tahun lebih tua. Setelah 
                                                          
29 Daspriani Y Zamzami, 2014. Fanisa, Korban Tsunami Aceh yang dijual ke Malaysia, dalam 
Kompas.com. Diakses dari : 
http://www.google.co.id/amp/read/2014/12/19/18335831/Fanisa.Korban.Tsunami.Aceh.yang.Diju
al.ke.Malaysia, pada tanggal 7 April 2017 
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proses terlewati, selanjutnya Fanisa dikirim ke Malaysia untuk 
dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga pada salah seorang 
majikan yang bernama Asraf, warga asal India. Meskipun majikan 
Fanisa dikenal baik, namun gajinya dalam satu bulan dipekerjakan 
diambil dan paspornya ditahan oleh pihak agen. Fanisa mengaku, 
sebelum berangkat ke Malaysia sekitar 5 bulan, Ida dan Elisa 
menjajikaan kerja di restoran orang melayu dan muslim. Penipuan 
dan penahanan upah yang dilakukan pihak agen tanpa alasan yang 
jelas dan tanpa ada pemberitahuan sama sekali Fanisa selaku TKI 
yang seharusnya menjadi tanggungjawan agen. Melihat dari 
beberapa contoh kasus perdagangan perempuan dan anak yang 
terjadi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yaitu Entikong, 
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Berdasarkan Bagan 1, diketahui alur kasus Human Trafficking ini dari 
wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia terjadi dalam tiga tahap 
dan melibatkan berbagai pihak dalam proses terjadinya, yaitu terlibatnya para 
trafficker sebagai aktor dalam tindakan kejahatan ini. Tindak kejahatan Human 
Trafficking melibatkan para traffickeryang berada di Indonesia dan trafficker yang 
berada di Malaysia, dimana hal ini menunjukkan bahwa Human Trafficking 
merupakan suatu transnational crime yang melibatkan dua negara dalam proses 
terjadinya. Alur kasus perdagangan manusia dari provinsi yang berbatasan 
langsung dengan Malaysia terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap rekrutmen, 
transport entry, dan penerimaan negara tujuan.  
Tahap pertama adalah tahap rekrutmen. Pada tahap ini, trafficker akan 
berusaha untuk merekrut korban dengan berbagai cara yang ada dengan 
memanfaatkan kondisi rentan dari korban. Untuk rute Kalimantan Barat ke 
Malaysia Timur, korban banyak berasal dari daerah Jawa Barat diantaranya yaitu 
Sukabumi, Cianjur, Subang, Indramayu, dan Cirebon, kemudian Jakarta, 
Lampung, Pontianak, Sangau, Madura, Sulawesi dan Sumbawa. Korban 
terbanyak berasal dari kawasan Jawa Barat, karena Jawa Barat merupakan daerah 
pemasok korban Human Trafficking terbesar di Indonesia. Pontianak dan 
Sangau(Entikong) juga menjadi wilayah rekrut korban trafficking yang akan 
dikirim ke Malaysia. 
Rekrutmen dilakukan oleh calo atau agen dari PJTKI illegal dengan 
berbagai modus operasi dalam upaya untuk merekrut korban dalam hal ini 
khususnya perempuan dan anak di bawah umur 18 tahun. Modus operasi 
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dilakukan dengan cara memberikan berbagai janji kepada korban untuk dapat 
bekerja di Malaysia sebagai pegawai restoran, pembantu rumah tangga dan 
pekerjaan paksa lainnya dengan memberikan iming-iming gaji yang besar dan 
kehidupan yang lebih baik di Malaysia. Perekrutan ini sendiri banyak dilakukan 
oleh orang yang telah dikenal dan dipercaya oleh korban, layaknya keluarga 
ataupun tetangga.30 Korban pun ditipu dengan berbagai macam janji, sebelum 
pada akhirnya mereka dikirim ke agen yang telah menanti korban. Meskipun 
modus operasi ini berdasarkan izin ataupun permintaan dari orang tua korban dan 
korban sendiri pada awalnya, namun akhirnya membuat munculnya korban 
kejadian tidak sesuai dengan harapan. 
Walaupun sebagian besar rekrutmen dilakukan dengan menggunakan janji-
janji dari trafficker, namun pergeseran cara rekrutmen mulai terjadi. Dimana tidak 
adanya janji-janji yang diberikan, namun korban diculik oleh trafficker dan 
kemudian diserahkan kepada agen untuk kemudian dikirimkan ke Pontianak dan 
Entikong yang merupakan tempat transit, sebelum pada akhirnya dikirim ke 
Malaysia untuk masuk ke dunia pelacuran ataupun perbudakan. Selama tahap 
rekrutmen ini, korban telah mengalami berbagai bentuk eksploitasi yaitu 
pembohongan jenis pekerjaan, penjeratan utang dengan cara meminta biaya 
perjalanan, kekerasan dan penculikan. 
Perbatasan darat Kalimantan Barat sendiri tidak hanya menjadi tempat 
transit bagi para korban trafficking sebelum ke Malaysia, tetapi juga menjadi 
                                                          
30 Mohammad Farid, Perdagangan Hak Asasi Manusia, Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan 
kesetaraan, Jakarta, Vol.51 hal 23 
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entry point jalan darat pemulangan para TKI bermasalah dari Malaysia, dimana 
pada tahun 2014 sendiri kantor imigrasi Entikong, Kalimantan Barat mendeportasi 
1996 orang TKI bermasalah yang terbagi menjadi 1690 laki-laki dan 356 
perempuan dari Malaysia.31 Banyak dari TKI bermasalah yang dideportasi 
tersebut merupakan korban dari praktek-praktek trafficking, dimana kondisi di 
Negara Malaysia tidak sesuai dengan janji-janji yang diberikan sebelumnya.32 
Tahap kedua adalah transport dan entry, pada tahap ini korban akan 
dikirimkan menuju negara destination hingga sampai di negara destination. Pada 
kasus trafficking dari kawasan transit menuju Malaysia, diketahui bahwa dalam 
proses transport korban dikirim dari berbagai daerah asal rekrutmen untuk menuju 
Jakarta. Korban membuat surat izin layaknya paspor di Kantor Imigrasi Jakarta 
Timur, namun mayoritas korban membuat kartu tanda pengenal dan paspor di 
wilayah transit, Entikong. Kemudian dari Jakarta, korban dibawa dengan 
menggunakan kapar dari Pelabuhan Tanjung Priok ataupun dengan menggunakan 
pesawat dari Jakarta Menuju Pontianak. 
Pontianak dijadikan sebagai tempat transit pertama bagi korban setelah dari 
Jakarta karena Bandara Supadio di Pontianak merupakan bandara terbesar dengan 
adanya penerbangan antara Pontianak dan Jakarta, serta pelabuhan Pontianak 
yang menjadikan posisi Pontianak sangat straregis bagi para pelaku trafficking. 
Pontianak menjadi kota yang strategis sebelum ke Entikong tempat transit kedua 
                                                          
31 S. Edi Hardum, 2015. Perdagangan Manusia Berkedon Pengiriman TKI, Jogjakarta: Ar-Ruzz 
Media, Hal 83. 
32 Kementrian Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penghapusan Perdagangan Orang di 




sebelum ke negara destination, sebab Pontianak merupakan kota terbesar yang 
dekat dari Entikong yang memiliki bandara dan pelabuhan serta adanya jalan yang 
dapat diakses menggunakan mobil dan bus. 
Selama di kota transit pertama, korban akan ditempatkan di penampungan 
sementara untuk menunggu kondisi aman sebelum korban kemudian dikirim ke 
Entikong. Setelah kondisi dinyatakan aman, maka korban pun dikirimkan ke 
tujuan transit kedua dengan menggunakan mobil atau bus dengan menempuh 
jarak 317 km. Selama proses perjelanan menuju penampungan di Entikong, 
korban akan mengalami berbagai tindakan eksploitasi layaknya kendaraan yang 
bedesak-desakan, makanan yang tidak memadai selama perjalanan, atau bahkan 
kekerasan dalam perjalanan. 
Sesampainya di Entikong, korban akan di tempatkan di penampungan yang 
jauh dari kata layak. Korban akan ditempatkan di penampungan hingga surat-surat 
perizinan yang diperlukan untuk dapat meluntasi batas negara Indonesia dan 
masuk ke Malaysia didapatkan. Selama berada di Entikong, para agen atau calo 
akan membuatkan KTP setempat dan paspor bagi korban dengan memanfaatkan 
surat kelahiran yang aspal (asli tapi palsu). Kemudahan untuk dapat memalsukan 
dokumen tersebut membuat Entikong menjadi rute pilihan bagi trafficker dalam 
menjalankan proses kejahatan trafficking. Eksploitasi yang terjadi selama 
penampungan ini dapat berupa pembohongan bahwa paspor dan KTP akan 
diberikan setelah mereka sampai di Malaysia, hidangan makanan yang tidak 
memadai, tempat penampungan yang tidak layak dan bahkan pelecehan seksual. 
Kemudian para korban akan dikirim ke Malaysia dengan berbagai cara yang ada, 
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salah satunya dengan menggunakan bus atau mobil dan menggunakan paspor 
perjalanan ke Malaysia selama 30 hari.  
Tahap ketiga adalah penerimaan di negara tujuan, dimana setelah berhasil 
melintasi batas Negara Indonesia dan masuk ke Malaysia maka akan adanya agen 
Malaysia yang akan membawa korban ke majikan, baik di Kuching atau pun 
Kuala Lumpur dengan menggunakan bus atau mobil. Setelah itu, agen Malaysia 
tersebut akan memberikan paspor korban kepada majikan untuk dapat disimpan 
langsung agar majikan dapat memastikan bahwa korban tidak dapat pulang 
ataupun pergi tanpa seizing majikan. Pada akhirnya korban akan mendapatkan 
pekerjaan yang tidak sesuai dengan janji-janji yang diberikan sebelum mereka 
berangkat dan berakhir sebagai korban tindak kejahatan human trafficking sebagai 
bentuk perbudakan dalam era kontemporer dengan tujuan eksploitasi. 
Bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami para korban perdagangan 
perempuan dan anak ini adalah penggelembungan harga jasa atas biaya transport 
yang pada akhirnya menyebabkan jeratan utang bagi para korban pemalsuan 
dokumen untuk mendapatkan izin masuk ke Malaysia yang pada akhirnya surat 
tersebut disimpan oleh majikan dan membuat korban terikat tanpa memiliki 
identitas diri, pemnbohongan jenis pekerjaan, pembayaran gaji yang rendah 
karena korban yang tidak memiliki nilai tawar, para korban perempuan dewasa 
dan anak di bawah umur 18 tahun yang mengalami pelecehan seksual di tempat 
hiburan sehingga tidak jarang dari mereka yang hamil ataupun terkena HIV. 
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Alur tersebut yang kemudian digunakan oleh trafficker dalam menjalankan 
aksinya dari Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, jalur 
tersebut diambil karena menjadi jalur darat yang aman untuk menjalankan 
tindakahan kejahatan tersebut. Melihat berbagai eksploitasi yang dapat terjadi 
dalam kasus trafficking khususnya perempuan dan anak ini, maka diketahui 
bahwa kasus trafficking merupakan bentuk perbudakan di era kontemporer ini. 
Perbudakan ini mengancam stabilitas suatu negara dengan menyentuh dan 
mengancam hak asasi seseorang, bahkan bukan hanya berdampak pada satu 
negara namun pada semua negara yang terlibat. Hal ini disebabkan karena Human 
Trafficking merupakn sebuah tindakan kejahatan lintas negara (transnational 
organized crime) yang akan berdampak bagi keamanan dan stabilitas kedua 












B. Kebijakan UU No 14/2009 Tentang Pengesahan Protocol UN Untuk 
Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, 
Terutama Perempuan dan Anak 
Perjanjian internasional sendiri dapat dikatakan sebagai sumber hukum 
yang terpenting dewasa ini. Perjanjian internasional menjadi instrument utama 
pelaksanaan hubungan internasional antarnegara. Perjanjian internasional juga 
berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama internasional, Perjanjian 
internasional yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh dan 
diantara anggota masyarakat internasional dan bertujuan untuk mengakibatkan 
hukum tertentu33 
Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah atau nama diantaranya 
adalah convention, final act, declaration, memorandum of Undern Standing 
(MOU), Agreement, protocol, dan lain-lain. Semua ini apapun namanya 
mempunya arti yang tidak berbeda dengan perjanjian internasional.34 
Dalam praktik beberapa negara perjanjian internasional dapat dibedakan 
menjadi dua golongan, diantaranya adalah perjanjian yang dibentuk melalui tiga 
tahap pembentukan yakni perundingan, penandatangan dan ratifikasi.35 Metode ini 
biasanya dilakukan untuk perjanjian yang dianggap sangat penting sehingga 
memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan 
perjanjian (treaty making power). 
                                                          
33Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung 2003, hal 117 




Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah 
Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan 
subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat 
penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh 
sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan 
berdasarkan undang-undang. 
Dalam suatu pengesahan perjanjian internasional penandatanganan suatu 
perjanjian tidak serta merta dapat diartikan sebagai pengikatan para pihak 
terhadap perjanjian tersebut. Penandatangan suatu perjanjian internasional 
memerlukan pengesahan untuk dapat mengikat. Perjanjian internasional tidak 
akan mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan. 
Pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah dilakukan sepanjang 
dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan suatu perjanjian 
internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. 
Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan mulai berlaku setelah 
terpenuhinya prosedur pengesahan yang diatur dalam undang-undang.36 
Adanya Pengesahan Perjanjian Internasional oleh Indonesia tidak secara 
serta merta dapat membuat perjanjian tersebut dapat diterapkan di Indonesia sebab 
perjanjian internasional tersebut tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan 
Perundang-Undangan di dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat 
1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peratuan 
                                                          
36Indonesia (a), Undang-Undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjuan Internasional, Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 Pasal 8 
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perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan 
Perundangundangan terdiri atas: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2. Ketetapan Majelis Permusyarwaratan Rakyat; 
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
4. Peraturan Pemerintah 
5. Peraturan Presiden; 
6. Peratuan Daerah Provinsi; dan 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota 
Pengesahan perjanjian internasional tersebut agar dapat berlaku di 
Indonesia perlu untuk ditransformasikan ke dalamundang-undang atau keputusan 
presiden. Adapundalam hal Pengesahan Perjanjian Internasional dilakukan dengan 
undang-undang maka pengesahan tersebut memerlukan persetujuan DPR. 
Sedangkan apabila pengesahan Perjanjian Internasional yang dilakukan dengan 
Keputusan Presiden maka hanya perlu pemberitahuan ke DPR. Berdasarkan Pasal 
10 UU NO 24 TAHUN 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan 
Pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui undang-undang apabila 
mengenai : 
1. Masalah politik, perdamaian dan keamanan negara; 
2. Perubahan wilayah atau penetapan  batas wilayah negara Republik 
Indonesia; 
3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara; 
 55 
 
4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup; 
5. Pembentukan kaidah hukum baru; 
6. Pinjaman dan/ atau hibah luar negeri; 
Berkaitan dengan hal tersebut, memang menjadi tanggung jawab negara 
untuk menjamin atas penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia 
termasuk perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak. Apabila negara 
membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dari 
pelanggaran tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan 
sebagai impunitas (impunity). 37 
Tanggung jawab negara berkaitan dengan Hak Asasi Manusia adalah 
menghormati, melindungi, dan memenuhi. Tanggung jawab untuk melindungi 
HAM adalah tanggung jawab untuk mencegah, menghentikan dan menghukum 
setiap terjadinya pelanggaran HAM.38 Sedangkan tanggung jawab untuk 
memenuhi HAM adalah kewajiban negara untuk melaksanakan, memberikan 
jaminan pelaksanaan setiap hak-hak asasi melalui tindakan dan kebijakan-
kebijakannya.39 Dengan demikian sebuah kewajiban negara pihak khususnya 
Indonesia untuk mencegah terus terjadinya tindak kejahatan perdagangan manusia 
sebagai bentuk pelanggaran HAM , sebagaimana juga penting bagi negara untuk 
menghukum atas terjadinya pelanggaran HAM dalam tindak kejahatan 
                                                          
37 UNDP Regional HIV and Development Programme Team, “Twilight Zone”, cerita sampul 
dalam You and ADIS The HIV and Development Magazin for Asia Pacific, Vol.2 Terbitan No.1, 
Agustus 2003 
38 Universal Declaration HAM 
39 Ibid Hal 19,  UNDP Regional HIV and Development Programme Team. 
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transnasional yaitu perdagangan manusia serta memberikan perlindungan bagi 
para korban yang diperdagangkan. 
Mengingat bahwa negaralah yang bertugas melaksanakan perlindungan, 
penghormatan dan pemenuhan HAM serta agar prinsip-prinsip dalam DUHAM 
yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, maka perlu perjanjian 
internasional tentang HAM. Khusus untuk perdagangan orang, masyarakat 
internasional telah memiliki protokol PBB untuk mencegah, menindak, dan 
menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak (United 
Nations Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons, 
Especially Women and Children) yang dirumuskan pada tahun 2000 atau dikenal 
juga sebagai Protokol Palermo. Protokol ini sifatnya melengkapi the United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang 
Terorganisasi). 
Protokol Palermo ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Desember 2003 dan 
dirancang untuk memperkokoh dan meningkatkan kerjasama internasional guna 
mencegah dan memerangi perdagangan orang. Selain itu, protokol ini juga 
dipromosikan untuk memperbaiki perlindungan dan bantuan bagi para korban.40 
Ada empat unsur kunci protokol yang memperkuat tanggapan 
internasional terhadap perdagangan orang. Pertama, menetapkan suatu definisi 
mengenai “Perdagangan Orang” yang jelas berhubungan dengan eksploitasi, kerja 




paksa, perbudakan dan perhambaan yang menekankan kerentanan terutama 
perempuan dan anak. Seorang anak didefenisikan sebagai setiap orang yang 
belum berusia 18 tahun. Kedua, menawarkan alat bagi penegakan hukum, 
pengawasan perbatasan, dan pengadilan dengan mewajibkan negara-negara untuk 
melakukan tindakan: mengkriminalkan perdagangan orang; mendukung 
kewajiban negara untuk menyelidiki, mengusut, dan menghukum para pelaku 
kejahatan perdagangan orang; dan memperkuat pengawasan perbatasan dan 
penerbitan dokumen-dokumen perjalanan dan kontrol kualitas. Ketiga, meperluas 
cakupan perlindungan dan dukungan dari negara bagi para korban dan para saksi 
dengan melakukan tindakan sebagai berikut: menjamin privasi dan keamanan; 
memberikan informasi dan tata cara hukum; memberikan pelayanan bagi 
pemulihan fisik dan psikologis; mengambil langkah-langkah guna menghindari 
deportasi yang segera; menjamin pemulangan korban secara aman; dan mengakui 
persyaratan-persyaratan khusus bagi korban dan anak. Keempat, menegaskan 
strategi-strategi pencegahan termasuk pemberian informasi dan pendidikan bagi 
para korban, petugas penegak hukum, petugas pemerintah lainnya dan masyarakat 
umum melalui riset bersasaran dan kampanye informasi antara lain strategi-
strategi pencegahan.41 
Pelanggaran HAM adalah penyebab sekaligus akibat dari perdagangan 
orang. Jadi adalah penting untuk meletakkan perlindungan terhadap semua HAM 
pada inti dari langkah-langkah apapun yang diambil untuk mencegah dan 
mengakhiri perdagangan orang. Rekomendasi PBB tentang Hak Asasi Manusia 
                                                          
41 Ibid., Hal 88 
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dan Perdagangan Orang menegaskan bahwa strategi-strategi yang ditujukan 
terhadap pencegahan perdagangan orang harus memusatkan perhatian pada 
permintaan sebagai penyebab utama perdagangan orang. Selain itu, Negara-
negara serta organisasi-organisasi antar-pemerintan harus menjamin bahwa 
intervensi mereka memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang meningkatkan 
kerentanan terhadap perdagangan orang, termasuk ketidakadilan, kemiskinan dan 
semua bentuk diskriminasi.42 
Di sisi lain, hal tersebut di atas harus didukung dengan perundang-
undangan yang mampu melindungi, mempromosikan dan memberikan pengaruh 
praktis pada hak-hak orang yang diperdagangkan. Kebutuhan akan penyelarasan 
legislatif juga harus dicermati. Hal ini mengingat bahwa sering kali adanya 
ketidak selarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. 
Kurangnya penyelarasan legislatif telah diidentifikasikan sebagai halangan utama 
dalam penentuan hukum dan upaya perlindungan yang efektif, menghalangi upaya 
apapun dalam kerjasama lintas-perbatasan antara pihak berwenang nasional 
masing-masing di negara asal, transit dan tujuan. Namun penyelerasan yang 
demikian tidak boleh terbatas semata-semata pada penafsiran atas kebijakan yang 
ada, tetapi harus dilakukan dalam rangka standar-standar HAM internasional dan 
regional.43 
                                                          
42 Kantor Perburuhan Internasional, “Buku 6: Perdagangan Perempuan dan Anak”, dalam 
pedoman Informasi: Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi, dan Perlakuan Sewenang-wenang 
terhadap Pekerja migration Perempuan, Jakarta, International Labour Ourganization 2004, hal. 42 
43 Yohanes Suhardin, Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Persepktif Hak Asasi 
Manusia, Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008, hal.11 
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Salah satu hambatan dalam hal pemberantasan dan pencegahan 
perdagangan orang di Indonesia sebelumnya yaitu kurangnya perundang-
undangan yang khusus dan/atau yang memadai tentang perdagangan orang di 
tingkat nasional yang dianggap sebagai salah satu hambatan penting dalam perang 
menentang perdagangan orang. Ada kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan 
definisi hukum, prosedur dan kerjasama pada tingkat nasional dan regional sesuai 
dengan standar internasional. Pembentukan suatu kerangka hukum yang tepat, dan 
konsisten dengan perangkat standar internasional yang relevan akan sangat 
berguna dalam pencegahan perdagangan orang dan eksploitasi terkait. Maka 
dalam hal ini khususnya Indonesia wajib mempertimbangkan untuk menggunakan 
perundang-undangan nasional yang sesuai standar internasional sehingga 
kejahatan perdagangan orang khsusunya perempuan dan anak-anak terumuskan 
secara tepat di dalam hukum nasional dan pedoman terperinci diberikan mengenai 
berbagai elemennya yang dapat dikenakan pidana.44 
Melihat kondisi di Indonesia, perdagangan orang yang sejak lama terjadi. 
Namun karenanya, tiadanya undang-undang yang komprehensif dan lemahnya 
penegakan hukum ditambah dengan kurangnya kepekaan pejabat pemerintah serta 
kesadaran masyarakat, kejahatan ini terus menjadi persoalan dan tantangan utama 
yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. International Organization for 
Migration (IOM), sejak tahun 2005 telah mengidentifikasi dan membantu korban 
perdagangan orang di Indonesia sebanyak 3.339 orang. Di mana hampir 90% dari 
korban adalah perempuan, dan lebih dari 25% adalah anak-anak.  
                                                          
44 Nurul Hidayati, Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan-Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. Di Indonesia, hal.3  
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Atas landasan tersebut, pada tanggal 5 maret 2009, pemerintah Indonesia 
mengesahkan dan mengundangkan Protokol Palermo Melalui UU Nomor 14 
Tahun 2009, dengan Declaration (Pernyataan) terhadap pasal 5 ayat (2) huruf c 
yang berbunyi, “Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan legislative atau 
tindakan lainnya yang diperlukan untuk menjadikannya suatu tindak pidana; 
Mengorganisasi atau mengarahkan orang lain untuk melakukan suatu tindak 
pidana yang ditetapkan pada ayat 1 pasal ini” dan Reservation (Persyaratan) 
terhadap pasal 15 ayat (2) yang berbunyi “Setiap sengketa antara dua atau lebih 
Negara Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Protokol ini yang tidak dapat 
diselesaikan melalui negosiassi dalam waktu yang pantas wajib, atas permintaan 
salah satu Negara-Negara Pihak, diselesaikan melalui arbitrasi”. Sedangkan sejak 
12 Januari 2009, diberlakukan UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan The 
United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi 
PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Dan pada 16 
Maret 2009, Indonesia memberlakukan UU Nomor 15 Tahun 2009 tentang 
pengesahan The Protocol to Prevent, Surpress and Punish Trafficking in Persons, 
Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention 
against Transnasional Organized Crime 
Protokol Palermo mendorong agar setiap negara peserta dalam konvensi 
ini menetapkan langkah-langkah lain yang dianggap perlu untuk mencegah, 
menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-
anak.45 Di Indonesia sendiri, sebelum meratifikasi terhadap protokol Palermo pada 
                                                          
45 Pembukaan dari United Nations Conventin Againts Transnational Organized Crime 
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tanggal 24 Juli 2010 lalu meratifikasi Konvensi CEDAW dalam bentuk UU No 7 
Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan yang 
merupakan upaya negara Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi 
perempuan. Namun upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil da setara di 
Indonesia pada saat itu masih jauh dari harapan.  
Selain itu, sejak tanggal 19 April 2007 Indonesia telah mengundangkan 
UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan 
orang (UU PTPPO). Di UU tersebut sudah ada beberapa ketentuan peraturan 
perundang-undangan dalam hukum nasional yang ditujukan untuk menanggulangi 
tindak kejahatan perdagangan orang seperti ketentuan-ketentuan yang terdapat 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan 
Anak dan beberapa UU lainnya. Sayangnya, peraturan perundang-undangan 
tersebut tidak memuat definisi yang jelas mengenai perdagangan orang. Namun 
demikian, karena adanya kekurangan dalam hukum dan regulasi tahun 2007 
tersebut maka diperlukan satu instrument hukum yang khusus untuk mengatur 
substantive dan landasan-legal formal yang akan menanggulangi perdagangan 
orang. Hukum baru yang dimaksud ini memuat definisi perdagangan orang yang 
jelas dan solid, dimana meliputi tindakan, metode, dan tujuan-tujuan eksploitatif 
seperti perdagangan orang: apakah membawa orang untuk diperdagangkan di 
dalam negeri atau di luar negeri, dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang.  
Kemudian itulah yang menjadi harapan agar hadirnya suatu dimana secara 
khusus peraturan tersebut menangani tindak kejahatan perdagangan orang yang 
lebih jelas terutama perempuan dan anak di Indonesia yang kemudian diwujudkan 
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dari pengesahan The Protocol to Prevent, Surpress and Punish Trafficking in 
Persons, Especially Women and Children yang merupakan perjanjian 
internasional  yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan Hak Asasi 
Manusia. Sehingga sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 UU No 24 Tahun 
2009 tersebut maka ratifikasi protocol tersebut dilakukan melalui Undang-
Undang, yakni ditransformasikan dalam UU No.14 Tahun 2009. 
Selanjutnya Hukum (Undang-Undang) sebagai produk dari politik luar 
negeri negara dibuat dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara dengan 
berdasarkan atas nilai-nilai bangsa.Berdasarkan atas theorie von stufenbau der 
rechtsordnung (Teori hirarki peraturan perundang-undangan) sebagaimana 
disampaikan oleh A. Hamid S Attamimi dengan membandingkan teori Nawianky 
dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada tata hukum di Indonesia 
menunjukkan susunan norma dalam tata hukum Indonesia adalah sebagai 
berikut:46 
1. Norma Fundamental negara (staatsfundamentalnorm): Pancasila 
(Pembukaan UUD 1945); 
2. Aturan dasar negara (staatgrundgesetz): Batang Tubuh UUD 1945, 
Tap MPR, Konvensi Ketatanegaraan; 
3. Undang-undang formal (formell gesetz): Undang-Undang; dan 
                                                          
46A. Hamid A. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang 
Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas 
Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990,Hal 35 
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4. Peratuan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en 
autonomysatzung) peraturan Pemerintah sampai dengan peraturan 
Daerah. 
Berdasarkan teori ini setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat 
harus selalu berdasarkan atau bersumber pada aturan perundang-undanan 
diatasnya. Dalam kaitan ini kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2009 tentang pengesahan protocol UN untuk mencegah, menindak, dan 
menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak pun dibuat dengan 
berdasarkan atas aturan diatasnya yakni Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia tahun 1945 sebagai staatgrundgesetz hal ini dapat diketahui pada 
bagian konsideran yang  menjadikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
tahun 1945 sebagai dasar pertimbangan yuridis dibuatnya kebijakan ini. 
Sebagai upaya untuk mencegah terus bertambahnya kasus Human 
Trafficking, maka peran serta seluruh intansi yang terlibat sangat diperlukan 
terutama untuk mentransformasikan protocol UN untuk mencegah, menindak, dan 
menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak kedalam undang-
undang agar dapat dijadikan landasan hukum bagi pemerintah dalam melakukan 
setiap tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah dan 
menannggulangi kasus Human Traffciking, atas pertimbangan tersebut maka 
pembentukan UU 14 Tahun 2009 menjadi perlu agara Protocol UN tersebut diatas 
dapat berlaku.  
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Penyusunan Undang-undang ini merupakan perwujudan komitmen 
Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang mencegah, 
menindak, dan menghukum perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak. 
Sebagai upaya mencegah peningkatan dari tindak kejahatan Human Trafficking, 
Pemerintah Indonesia membentuk gugus tugas dengan anggota dari pemerintahan.  
Gugus tugas tersebut adalah Gugus Tugas RAN yang dikenal dengan 
sebutan tim kecil. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan 
dan Anak (RAN) menjadi landasan dan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat 
dalam melaksanakan penghapusan perdagangan perempuan dan anak, sesuai 
dengan poin 4 pada Protokol mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan 
orang, terutama perempuan dalam hal ini, protokol mengatur perlunya kebijakan, 
program dan langkah komprehensif guna mencegah dan melawan perdagangan 
orang sekaligus melindungi para korban dari kemungkinan terjadinya 
reviktimisasi korban. Upaya konkrit yang harus dilakukan yaitu: 
i. Penelitian, penyebaran informasi, pemanfaatan media massa, 
menggerakkan inisiatif sosial dan ekonomi, pendidikan, dan sosial 
budaya melalui kerjasama bilateral dan multilateral sebagai cara 
untuk mengurangi eksploitasi manusia dan perdagangan manusia 
dalam segala bentuk. 
ii. Kejrasama dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah, 
organisasi terkait, serta masyarakat sipil; 
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iii. Pengurangan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan 
perdagangan orang seperti kemiskinan, kurangnya kesempatan 
kerja, kurangnya kesempatan pendidikan, dll; 
iv. Pertukaran informasi yang relevan di antara negara pihak; 
pelaksanaan pelatihan bagi para penegak hukum; peningkatan 
kontro perbatasan; serta pengamanan dan kontrol dokumen 
khususnya dokumen perjalanan ke luar negeri. 
Berdasarkan UU Pengesahan dari protocol tersebut, pasal 6 tentang 
Bantuan dan Perlindungan bagi Korban Perdagangan Orang  ayat 3 disebutkan 
“Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk melaksanakan tindakan-
tindakan bagi penyediaam pemulihan fisik, psikologis dan sosial bagi korban-
korban perdagangan orang, termasuk dalam kasus-kasus yang tepat, bekerja sama 
dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi relevan 
lainnya dan elemen masyarakat sipil lainnya..” dengan adanya ketetapan 
mengenai perlindungan korban sesuai dengan pasal di atas, maka lahirlah jenis 
perlindungan korban yang melebitkan beberapa pihak diantaranya adalah: 
a) Pusat Pelayanan Terpadu 
Di dalam negeri, perlindungan dalam bentuk perawatan medis, 
psikologis dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan 
ke daerah asal korban, menjadi tanggung jawab sektor-sektor 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesepakatan bersama Menteri 
Negeri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri 
Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI, terkait Pelayanan Terpasu 
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Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, diwujudkan 
dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di beberapa rumah 
sakit umum pusat dan daerah serta rumah sakit kepolisian, agar 
korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan 
baik aspek medis, psikis, maupun aspek sosial dan hukum. Sebagai 
Pusat Pelayanan Terpadu adalah dokter dan perawat terkait, 
psikolog, penyelidik POLRI, serta dapat bekerjasama dengan 
pekerja sosial secara terpadu di bawah koordinasi pimpinan Pusat 
Pelayanan Terpadu yang bersangkutan. 
b) Pemulangan korban Perdagangan Manusia 
Pelayanan kepada korban perdagangan manusia khususnya 
perempuan dan anak juga diberikan ke Departemen Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di 
Daerah khususnya ditujukan kepada korban perdagangan manusia 
yang bermasalah dalam bentuk bantuan transportasi pemulangan 
dan penampungan di daerah transit. Departemen Sosial juga 
membantu memberikan bantuan biaya untuk pemulangan korban 
tindak kekerasan yang bermasalah serta. 
c) Women’s Crisis Center, Trauma Center, Shelter atau Drop in 
Center 
Di samping itu, layanan kepada korban perdagangan perempuan 
dan anak ini diberikan kepada Women’s Crisis Center, Trauma 
Center, Shelter atau Drop in Center yang diselenggarakan oleh 
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pemerintah daerah, LSM dan organisasi masyarakat yang berada di 
beberapa kota besar di sejumlah provinsi di Indonesia. Women’s 
Crisis Center adalah pusat pelayanan terhadap wanita korban 
kejahatan perdagangan manusia. Trauma Center merupakan pusat 
pemulihan dari trauma yang dialami korban perdagangan manusia. 
Sedangkan Shelter Center adalah tempat dimana korban 
perdagangan perempuan dan anak ditempatkan terlebih dahulu 
sebelum korban direintegrasi/ kembali ke keluarganya.  
d) Selain itu Pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama dengan 
Non Government Organizations (NGO) dalam upaya menuntaskan 
masalah Human Trafficking. Beberapa NGO yang bekerjasama 
dengan pemerintah Indonesia adalah Save The Children, American 
Centre for International Labor Solidarity (ACILS), International 
Catolic Migration Commision (ICMC) dan International 
Organization for Migration (IOM). Berbagai program dilakukan 
pemerintah dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut, 
salah satu contohnya adalah pembuatan Standar Operational 
Prosedur (SOP) Pemulangan korban Perdagangan Manusia, 
menyusun modul pendidikan dan mengadakan pelatihan bagi 
pengelola program dengan bekerja samadengan International 
Catholic Migration (ICMC).47 
 
                                                          
47Nanto Sriyanto, RR.Emilia Yustiningtrum, 2015. Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Migrasi 
Internasional. Jakarta, Graha Ilmu. Hal 86 
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e) Bantuan Hukum 
Kepada korban perdagangan manusia khususnya perempuan dan 
anak ini juga diberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan 
berkaitan dengan masalahnya dan kedudukannya yang seringkali 
diminta menjadi saksi bagi pelaku perdagangan manusia yang telah 
berbuat jahat kepada korban. Di samping bantuan hukum yang 
disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga didorong untuk 
memberikan hukum melalui lembaga berbadan hukum yang 
diharuskan aktif dalan memberikan sosialisasi dan advokasi kepada 
para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman 
yang berat kepada para pelaku perdagangan perempuan dan anak. 
Berbagai Lembaga Bantuan Hukum telah ada di beberapa daerah 
seperti: 
i. LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH 
APIK) Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Malang, 
Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado dan Mataram. 
ii. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Medan 
iii. Aliansi Pengacara Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 
Palembang. 
iv. Lembaga Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Perempuan 
Indonesia (LBH-P21), Makassar. 
v. Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia (LBH 
HAM) Kalimantan Barat, Pontianak. 
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Selain upaya pemerintah dalam negeri, Indonesia juga melakukan 
kerjasama dengan beberapa negara diantaranya adalah Amerika Serikat, negara 
tetangga Malaysia, Singapura dalam upaya penanganan kasus ini dalam rangka 
memerangi perdagangan lintas batas dari dan ke Indonesia.48 
Kemudian untuk tindak lanjut kerjasama di bidang Hukum, kesepakatan 
Indonesia-Malaysia tentang buronan dan TKI. Pada tanggal 2 April 2012, 
Indonesia dan Malaysia telah menandatangani Perjanjian Kerjasama di Bidang 
Hukum. Ekspresi Jalinan kerjasama di bidang ini merupakan usaha perwujudan 
kesamaan pandagan dalam berbagai upaya yang diperlukan dalam penyelesaian 
berbagai persoalan hukum yang melibatkan kedua negara. 
Pemerintah Malaysia dan Indonesia menandatangani sebuah  
Memorandum of Understanding (MoU). Kesepakatan untuk mengatasi 
perdagangan orang Indonesia ke negara Malaysia. Walapun rinciannya masih 
belum ada, langkah ini menunjukkan bahwa langkah tersebut merupakan tonggak 
penting dalam kerjasama kedua negara untuk melawan perdagangan manusia. 
Pentingnya kerjasama antar dua negara ini menjai poin utama dalam menciptakan 
platform yang kuat guna menyelesaikan persoalan yang sudah lama berlangsung. 
Saat ini, Archdiocesan Human Development Commite (AHDC) menjadi mitra 
Geneva-based International Catholic Migration Commision(ICMC) untuk 
menerapkan program tiga tahun yang bertujuan untuk menghentikan perbudakan 
dan perdagangan manusia Indonesia, terutama perempuan dan anak ke Malaysia. 
                                                          
48Ibid. Hal 88 
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Proyek tersebut dimulai pada tahun 2008 yang didanai oleh Office of 
Global Trafficking  in Persons dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. 
Proyek tersebut difokuskan pada penciptaan kesadaran baik di pemerintahan 
maupun masyarakat tentang isu perdagangan manusia.49 Pemerintah Indonesia 
dan pemerintah Malaysia sedang berupaya untuk mewujudkan program bersama 
untuk membuat pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia hanya melalui 
satu pintu dimana Pemerintah Indonesia menunjuk PJTKI yang akan diberi hak 
untuk merekrut calon tenaga kerja dan kemudian pemerintah Malaysia pun akan 
mendata perusahaan penyalur yang dapat menyalurkan tenaga kerja tersebut. 
Program ini diharapkan dapat mengurangi bahaya yang dihadapi oleh calon TKI 









                                                          
49Malaysia, Indonesia lawan perdagangan manusia, 10 Januari 2010, diakses dari: 
http://indonesia.ucanews.com/2011/01/10/malaysia-dan-indonesia-lawan-perdagangan-manusia/ 








Tindak kejahatan Human Trafficking terutama perempuan dan anak di 
Indonesia dengan negara tujuan Malaysia menjadi suatu fenomena yang banyak 
dibicarakan dengan fakta bahwa adanya eksploitas terhadap korban yang 
diperdagangkan. Modus kejahatan ini Human Trafficking ini dilakukan secara 
rapih dan terorganisir, hal tersebut yang menjadikan sulitnya mengungkap tindak 
kejahatan ini.  
Fenomena trafficking khususnya perempuan dan anak bukanlah hal suatu 
yang baru, namun hingga saat ini trafficiking telah menjadi tindak kejahatan yang 
terus mengancam keamanan negara Indonesia. Fenomena trafficking khususnya 
perempuan dan anak dari Indonesia ke Malaysia disebabkan karena adanya 3 
faktor yang terus menjadi alasan terjadinya kasus ini tiap tahun. Yaitu faktor 
ekonomi menjadi penyebab terjadinya trafficking yang dilatarbelakangi karena 
adanya kemiskinan, kesempatan kerja yang rendah di Indonesia dan upah tinggi 
yang ditawarkan di Malaysia. Faktor yang kedua, adalah faktor sosial budaya. 
Ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat yang telah menyebabkan 
seseorang terkucilkan dan tersingkirkan di masyarakat, karena adanya tekanan 
yang berasal dari struktur sosial dalam masyarakat. 
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Faktor ketiga adalah faktor politik, faktor ini berasal dari negara sendiri 
dalam hal ini Indonesia sebagai negara host, dan negara Malaysia sebagai negara 
destination. Faktor politik yang berasal dari dalam negara adalah korupsi yang 
dilakukan oleh oknum-oknum lembaga pemerintah. Praktek korupsi yang terjadi 
telah menyebabkan kemudahan bagi trafficker untuk membuat dokumen-dokumen 
yang diperlukan. 
Hidup di tempat asing tanpa jaminan kesejahteraan, kehilangan rasa aman, 
terjebak dalam siklus kekerasan adalah bagian dari tekanan kehidupan para 
korban trafficking. Indonesia sendiri telah melindungi warga negaranya atas 
tindakan trafficking dengan membuat berbagai kebijakan yang diantaranya adalah 
meratifikasi Protokol PBB untuk mencegah, menindak, dan menghukum 
perdagangan orang, terutama perempuan dan anak dan mentransformasikannya ke 
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Dengan adanya peratifikasian 
protokol tersebut telah mengharuskan Indonesia untuk dapat melakukan 
kerjasama dengan baik dengan negara lain, dalam hal ini adalah Malaysia. 
Indonesia-Malaysia sudah menunjukkan itikad baik terkait perwujudan protokol 
ini, dengan melakukan kerjasama melalui Memorandum of Understanding (MoU) 
yang sudah ditandatangani antara kedua negara.  
Dari pemaparan Efektivitas UU Nomor 14 Tahun 2009, adanya UU 
pengesahan ini ternyata belum bisa sepenuhnya melawan kejahatan Human 
Trafficking khusunya perempuan dan anak Indonesia dengan negara tujuan 
Malaysia, terlihat dari proses penanganannya sesuai UU ini yaitu dalam hal 




Berdasarkan dari pemaparan hasil fenomena trafficking khususnya 
perempuan dan anak di Indonesia yang berfokus pada negara tujuan Malaysia, 
maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dilakukan upaya lebih lanjut 
terkait kasus ini. Yang pertama adalah penyebaran informasi, dimana pemerintah 
Indonesia harus lebih meningkatkan penyuluhan yang intensif terkait Human 
Trafficking, yang sebaiknya disebar di setiap provinsi Indonesia, dan 
meningkatkan kerjasama penyuluhan ini dengan LSM Indonesia yang secara 
khusus menangani persoalan ini. Penyebaran informasi ini merupakan upaya yang 
dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait bahaya yang ditimbulkan dari 
fenomena Human Trafficking. Penyebaran informasi ini pun bukan hanya 
ditujukan kepada masyarakat saja, namun juga diberikan pada perangkat petinggi 
pemerintah kota, kelurahan, kecamatan, dan desa. Penyebaran informasi ini 
dilakukan agar aparatur pemerintah mengetahui bahaya dari Human Trafficking 
dan hukum melakukan pemalsuan dokumen, layaknya akte kelahiran, kartu tanda 
penduduk, dan paspor yang pada akhirnya tanpa disadari membuat mereka 
menjadi trafficker, khusunya di provinsi yang berbatasan langsung antara 
Indonesia dan Malaysia. 
Lebih meningkatkan kerjasama dengan LSM yang menangani korban 
tindak kejahatan ini, perlindungan lebih lanjut para korban secara fisik, psikologis, 
khususnya korban perempuan dan anak karena tidak sedikit dari mereka yang 
dipulangkan dengan fisik yang tidak sehat, atau bisa dikatakan korban kekerasan 
semasa perekrutan atau selama di tempat kerja mereka di Malaysia.  
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Saran yang terakhir adalah pemutusan pull factors dari tindak kejahatan 
Human Trafficking yang terjadi. Pemerintah Indonesia selalu berusaha mencegah 
dan melawan tindak kejahatan ini dengan cara meningkatkan pendidikan, 
memperketat perbatasan dan berbagai upaya lainnya yang dapat memutuskan push 
factors yang ada. Faktanya pemerintah Indonesia lebih memfokuskan upaya untuk 
dapat memfokuskan upaya untuk dapat memutus push factors yang terjadi, 
sehingga pemerintah Indonesia harus meningkatkan fokus terkait pull factor yang 
menyebabkan terjadinya tindak kejahatan Human Trafficking. Meskipun adanya 
pengesahan UU Nomor 14 Tahun 2009, Pemerintah Indonesia masih tetap harus 
berupaya untuk dapat memutus pull factors dari tindak kejahatan ini, dimana 
pemerintah harus dapat meningkatkan peluang kerja di Indonesia dan upah 
minimal kerja. Mengingat faktor terjadinya kejahatan trafficking ini disebabkan 
oleh kesulitan menemukan pekerjaan sehingga mengharuskan mereka mencari 
jalan pintas bekerja secara illegal dan peluang kerja untuk para korban Human 
Trafficking yang telah dipulangkan, karena tak sedikit dari mereka setelah pulang 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 14 TAHUN 2009 
TENTANG 
PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH 
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, 
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST 
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 
(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM 
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN 
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN 
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA 
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : 
a.   bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi 
sesuai  dengan  kemuliaan  harkat  dan  martabatnya  yang  dilindungi  oleh  undang- 
undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
b.   bahwa Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, 
Terutama Perempuan dan Anak-Anak merupakan salah satu bagian yang tidak 
terpisahkan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana 
Transnasional  yang Terorganisasi, sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan 
baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional; 
c. bahwa penandatanganan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum 
Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak oleh Pemerintah Republik 
Indonesia merupakan    pencerminan    keikutsertaan    bangsa    Indonesia    dalam 
melaksanakan ketertiban dunia; 
d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan 
huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
Supplementingthe  United  Nations  Convention  against  Transnational  Organized 
Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, 
Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa- 





1       Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2       Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3882); 
3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4012); 
4 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindunga n  Anak  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 
5       Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
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6 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2009  tentang  Pengesahan  United  Nations 
Convention   Against   Transnational   Organized   Crime   (Konvensi   Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4960); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, 
SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND 
CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST 
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, 
MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA 
PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN 




(1) Mengesahkan Protocol  to  Prevent,  Suppress  and  Punish  Trafficking  in  Persons, 
Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan 
Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi 
Konvensi Perserikatan Ba ngsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang 
Terorganisasi) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf c dan 
Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 15 ayat (2). 
(2) Salinan naskah asli Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 
Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan 
Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi 
Konve nsi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang 
Terorganisasi) dengan Declaration (Pernyataan) dan Reservation (Pensyaratan) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam 
bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan 






Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Maret 2009 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Maret 2009 










UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 14 TAHUN 2009 
TENTANG 
PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH 
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, 
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST 
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 
(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM 
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN 
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN 
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA 
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) 
 
I.   UMUM 
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dan salah satu negara dengan 
jumlah penduduk terbanyak di dunia, sangat rentan terhadap berbagai bentuk 
perdagangan orang. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan 
manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat 
dan martabat manusia. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah 
kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. 
 
Indonesia,  sebagai  negara  anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  turut 
menandatangani instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur upaya 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana  transnasional, yakni  United Nations 
Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa- 
Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 
Desember 2000 di Palermo, Italia beserta dua protokolnya,  Protocol  to Prevent , 
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children 
(Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, 
Terutama  Perempuan  dan  Anak-Anak)  dan  Protocol  against  the  Smuggling  of 
Migrants  by  Land,  Sea  and  Air,  Supplementing  the  United  Nations  Convention 
against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran 
melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Menentang  Tindak Pidana  Transnasional  yang  Terorganisasi)  sebagai  perwujudan 
komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional 
yang terorganisasi, termasuk tindak pidana penyelundupan migran. 
 
Namun   demikian,   walaupun   Indonesia   telah   menandatangani   Protokol   untuk 
Mencegah Perdagangan Orang tersebut, Indonesia membuat suatu Declaration 
(Pernyataan) terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Reservation 
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(Pensyaratan)   terhadap   ketentuan   Pasal   15   ayat   (2)   Protokol.   Declaration 
(Pernyataan) terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c yang dilakukan Indonesia 
terkait   dengan   penggunaan   kata   ”organizing ”   dengan   pertimbangan   bahwa 
pelaksanaan  ketentuan  tersebut  akan  disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana 
nasional  dengan  memperhatikan prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah 
suatu negara. 
 
Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia 
untuk melaksanakan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum 
Perdagangan  Orang,  Terutama  Perempuan  dan  Anak-Anak, Melengkapi Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang 
Terorganisasi yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia.
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II.  PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
Apabila terjadi perbedaan tafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, 





TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4990
LAMPIRAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 14 TAHUN 2009 
TENTANG 
PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH 
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, 
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST 
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 
(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM 
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN 
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN 
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA 





DECLARATION ON ARTICLE 5 PARAGRAPH (2) LETTER C AND 
RESERVATION ON ARTICLE I5 PARAGRAPH (2) OF THE PROTOCOL 
TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, 
ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING 
THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST 
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 
 
Declaration: 
The Government of the Republic of Indonesia declares that the provisions of Article 5 
paragraph (2) letter c of the Protocol will have to be implemented in strict compliance 
with the principle of the sovereignty and territorial integrity of a state. 
 
Reservation: 
The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound  by the 
provisions of Article 15 paragraph (2) and takes the position that disputes relating to the 
interpretation  and  application  of  the  Protocol  which can not be settled through the 
channel provided for in paragraph (1) of the said Article may be referred to the 
International Court of Justice only with the consent of the Parties to the disputes. 
 
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, 
signed 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
LAMPIRAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 14 TAHUN 2009 
TENTANG 
PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH 
TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, 
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST 
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 
(PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM 
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN 
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN 
BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA 





DEKLARASI TERHADAP PASAL 5 AYAT (2) HURUF C DAN PENSYARATAN 
TERHADAP PASAL 15 AYAT (2) PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, 
DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN 
ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 
MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI 
 
Pernyataan: 
Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c 
Protokol akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan 
wilayah suatu negara. 
 
Pensyaratan: 
Pemerintah  Republik  Indonesia  menyatakan  tidak  terikat  ketentuan  Pasal  15 ayat (2) 
Protokol dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran 
dan penerapan isi Protokol, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan 
kesepakatan para Pihak yang berselisih. 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 





CONVENTION AGAINST TRANSNATIONALORGANIZED CRIME 
 
Preamble 
The States Parties to this Protocol, 
 
Declaring that effective action to prevent and combat trafficking in  persons, especially 
women and children, requires a comprehensive international approach in the countries of 
origin, transit and destination that includes measures to prevent such trafficking, to punish the 
traffickers and to protect the victims of such trafficking, including by protecting their 
internationally recognized human rights, 
 
Taking into account  the  fact  that,  despite  the  existence  of  a  variety  of  international 
instruments containing rules and practical measures to combat the exploitation of persons, 
especially women and children, there is no universal instrument that addresses all aspects 
of trafficking in persons. 
 
Concerned that, in the absence of such an instrument, persons who  are vulnerable to 
trafficking will not be sufficiently protected, 
 
Recalling General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the 
Assembly decided to establish an ope n- ended intergovernmental ad hoc committee 
for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against 
transnational organized crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an 
international instrument addressing trafficking in women and children, 
 
Convinced that supplementing the United Nations Convention  against Transnational 
Organized Crime with an international instrument for  the prevention, suppression and 
punishment of trafficking in persons,  especially women and children, will be useful in 
preventing and combating that crime, 
 













I. General provisions 
 
Article 1 
Relation with the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime 
 
1       This    Protocol    supplements    the    United    Nations    Convention    against 
Transnational Organized Crime. It shall be interpreted together with the Convention. 
2 The provisions  of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to this Protocol 
unless otherwise provided herein. 
 
3       The offences established in accordance with article 5 of this Protocol shall be 





The purposes of this Protocol are: 
Article 2 
Statement of purpose
(a)  To prevent and combat trafficking in persons, paying particular attention to women and 
children; 
(b) To protect and assist the victims of such trafficking, with full respect for their human 
rights; and 




For the purposes of this Protocol: 
Article 3 
Use of terms
(a)  "Trafficking   in   persons"   shall   mean   the   recruitment,   transportation,   transfer 
harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of 







position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve 
the consent of a person having control over another person, for the-purpose of exploitation. 
Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or 
other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to 
slavery, servitude or the removal of organs; 
a) The   consent of a victim of trafficking in persons to the  intended exploitation 
set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the 
means set forth in subparagraph (a) have been used; 
b) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the 
purpose of exploitation shall be considered "trafficking in persons" even if this 
does not 
c) involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article; 
"Child" shall mean any person under eighteen years of age. 
 
Article 4 
Scope of application 
 
This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation 
and prosecution of the offences established in accordance with article 5 of this Protocol, 
where  those  offences  are  transnational  in  nature  and  involve  an  organized  criminal 





1 Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary 
to establish as criminal offences the conduct set forth in article 3 of this Protocol, when 
committed intentionally. 
2 Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be 
necessary to establish as criminal offences: 
(a)  Subject  to  the  basic  concepts  of  its  legal  system,  attempting  to commit  an 
offence established in accordance with paragraph 1 of this article; 
(b) Participating as an accomplice in an offence established in accordance with 
paragraph 1 of this article; and 
(c) Organizing or  directing  other  persons  to  commit  an  offence  established  in 
accordance with paragraph 1 of this article. 
 






Assistance to and protection of victims of 
trafficking in persons 
 
1 In appropriate cases and to the extent possible under its domestic law, each 
State Party shall protect .the privacy and identity of victims of trafficking in 
persons,  including,  inter  alia,  by  making  legal  proceedings  relating  to  such 
trafficking confidential. 
2       Each State   Party shall ensure that its domestic legal or administrative system 
contains measures that provide to victims of trafficking in persons, in appropriate 
cases: 
(a)     Information on relevant court and administrative proceedings; 
(b) Assistance to enable their views and concerns to be presented and considered 
at appropriate stages of criminal proceedings against offenders, in a manner not 
prejudicial to the rights of the defence. 
3 Each  State  Party  shall  consider  implementing  measures  to  provide  for  the 






including, in appropriate cases, in cooperation with  non-governmental organizations 
other relevant organizations and other elements of civil society, and, in particular, the 
provision of: 
(a)     Appropriate housing; 
(b) Counselling and information, in particular as regards their legal rights, in a 
language that the victims of trafficking in persons can understand; 
(c)     Medical, psychological and material assistance; and 
(d)    Employment, educational and training opportunities, 
4       Each State Party shall take into account, in applying the provisions of this article, 
the age, gender and special needs of victims of trafficking in persons, in particular 
the special needs of children, including appropriate housing, education and care. 
5       Each State Party shall endeavour to provide for the physical safety of victims of 
trafficking in persons while they are within its territory. 
6       Each State Party shall ensure that its domestic legal system contains measures that 




Status of victims of trafficking in persons in 
receiving States 
 
1 In addition to taking measures pursuant to article 6 of this Protocol, each State 
Party  shall  consider  adopting  legislative  or  other  appropriate  measures  that 
permit  victims  of  trafficking  in  persons  to  remain in  its  territory,  temporarily  or 
permanently, in appropriate cases. 
2       In implementing the provision contained in paragraph 1 of this article, each State Party 
shall give appropriate consideration to humanitarian and compassionate factors. 
 
Article 8 
Repatriation of victims of trafficking in persons 
 
1 The State Party of which a victim of trafficking in persons is a national or in which 
the person had the right of permanent residence at the time of entry into the territory 
of the receiving State Party shall facilitate and accept, with due regard for the 
safety of that person, the return of that person without undue or unreasonable delay, 
2       When a State Party returns a victim of trafficking in persons to a State Party of which 
that person is a national or in which he or she had, at the time of entry into the 
territory of the receiving State Party, the right of permanent residence, such return 





proceedings related to the fact  that the person is a victim of trafficking and shall 
preferably be voluntary. 
3       At the request of a receiving State Party, a requested  State Party shall, without 
undue or unreasonable delay, verify whether a person who is a victim of trafficking 
in persons is its national or had the right of permanent residence in its territory at 
the time of entry into the territory of the receiving State Party, 
4 In  order  to  facilitate  the  return  of  a  victim  of  trafficking  in  persons who is 
without proper documentation, the State Party of which that person is a national or 
in which he or she had the right of permanent  residence at the time of entry 
into the territory of the receiving State Party shall agree to issue, at the request of 
the receiving State Party, such travel documents or other authorization as may be 
necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory. 
5       This article shall be without prejudice to any right afforded to victims of trafficking 
in persons by any domestic law of the receiving State Party. 
6       This article shall be without prejudice to  any applicable bilateral or multilateral 
agreement or arrangement that governs, in whole or in part, the return of victims of 
trafficking in persons.
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III. Prevention, cooperation and other measures 
Article 9 
Prevention of trafficking in persons 
 
1 States Parties shall establish comprehensive policies, programmes and other measures: 
(a) To prevent and combat trafficking in persons; and 
(b) To protect victims of trafficking in persons, especially women and children, from 
revictimization. 
2 States Parties shall endeavour to undertake measures such as research, information 
and mass media campaigns and social and economic initiatives to prevent and combat 
trafficking in persons. 
3 Policies, programmes and other measures established in accordance with this article 
shall,  as  appropriate,  include  cooperation  with non- governmental organizations, 
other relevant organizations and other elements of civil society. 
4 States Parties shall take or strengthen measures, including through bilateral or 
multilateral cooperation, to alleviate the factors that make persons, especially 
women and children, vulnerable to trafficking, such as poverty, underdevelopment 
and lack of equal opportunity. 
5 States Parties shall adopt or strengthen legislative or other  measures, such as 
educational, social   or   cultural   measures,   including   through   bilateral   and 
multilateral cooperation, to discourage the demand that fosters all forms of 
exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking. 
 
Article 10 
Information exchange and training 
 
1 Law enforcement, immigration or other relevant authorities of States Parties shall, as 
appropriate, cooperate   with   one   another   by   exchanging    information,    in 
accordance'with their domestic law, to enable them to determine: . 
(a) Whether individuals crossing or attempting to cross an international border with 
travel documents belonging to other persons or  without travel documents 
are perpetrators or victims of trafficking in persons; 
(b)    The types of travel document that individuals have used or attempted to 
use  to  cross  an  international  border  for  the  purpose  of trafficking in 
persons; and 
(c)    The means and methods used by organized criminal groups for the purpose of 
trafficking in persons, including the recruitment and transportation of victims, 
routes and links between and among individuals and groups engaged in such 
trafficking, and possible measures for detecting them, 
2 States  Parties  shall  provide  or  strengthen  training  for  law  enforcement, 
immigration and other relevant officials in the prevention of trafficking in persons. 
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The training should focus on methods used in preventing such trafficking, 
prosecuting the traffickers and protecting the rights of the victims, including 
protecting the victims from the traffickers. The  training  should  also  take  into 
account the need to consider human rights   and   child-   and gender-sensitive 
issues   and   it should encourage cooperation with non-governmental organizations, 
other relevant organizations and other elements of civil society. 
3       A State Party that receives information shall comply with any request by the State 





1 Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of 
people, States Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls 
as may be necessary to prevent and detect trafficking in persons.
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2 Each State Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, 
to the extent possible, means of transport operated by commercial carriers from 
being used in  the commission of offences established in accordance with article 5 of 
this Protocol. 
3 Where appropriate, and without prejudice to applicable  international conventions, 
such  measures  shall  include  establishing  the  obligation of commercial carriers, 
including any transportation company or t he owner or operator of any means of 
transport, to ascertain that all passengers are in, possession of the travel documents 
required for entry into the receiving State. 
4 Each  State  Party  shall  take  the  necessary  measures,  in  accordance  with  its 
domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set 
forth in paragraph 3 of this article. 
5 Each State Party shall consider taking measures that permit, in accordance with its 
domestic law, the denial of entry or revocation of visas of pers ons implicated in the 
commission of offences established in accordance with this Protocol. 
6 Without prejudice to article 27 of the Convention, States Parties shall consider 
strengthening   cooperation   among   border   control  agencies   by,   inter   alia, 
establishing and maintaining direct channels of communication. 
 
Article 12 
Security and control of documents 
 
Each State Party shall take such measures as may be necessary, within available means: 
(a) To ensure that travel or identity documents issued by it are of such qua lity that 
they  cannot  easily  be  misused  and  cannot  readily  be  falsified or unlawfully 
altered, replicated or issued; and 
(b) To ensure the integrity and security of travel or identity documents issued by 
or on behalf of the State Party and to prevent their unlawful creation, issuance and 
use. 
Article 13 
Legitimacy and validity of documents 
 
At the request of another State Party, a State Party shall, in  accordance with its 
domestic law, verify within a reasonable time the  legitimacy and validity of travel or 
identity documents issued or purported to have been issued in its name and suspected of 
being used for trafficking in persons. 
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1 Nothing in this Protocol shall affect the rights, obligations and responsibilities of 
States and individuals under international law, including international humanitarian 
law and international human rights law and, in particular, where applicable, the 
1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the. 
principle of non-refoulement as contained therein. 
2 The measures set forth in this Protocol shall be interpreted and applied in a way that is 
not discriminatory to persons on the ground that they are victims of trafficking in 
persons. The interpretation and application of those measures shall be consistent 
with internationally recognized principles of non-discrimination. 
 
Article 15 
Settlement of disputes 
 
1 States  Parties  shall  endeavour  to  settle  disputes  concerning  the  interpretation  or 
application of this Protocol through negotiation.
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2 Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or 
application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a 
reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to 
arbitration, If, six months after the date of the request for arbitration, those States 
Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those 
States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in 
accordance with the Statute of the Court. 
3 Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval 
of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by 
paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 
2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation. 
4       Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this 
article may at any time withd raw that reservation by notification to the Secretary- 
General of the United Nations. 
 
Article 16 
Signature, ratification, acceptance, 
approval and accession 
 
1.   This Protocol shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in 
Palermo, Italy, and thereafter at United Nations  Headquarters in New York until 12 
December 2002. 
2.   This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration 
organizations provided that at least one member State of such organization has signed 
this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article. 
3.   This  Protocol  is  subject  to  ratification,  acceptance  or  approval,  Instruments  of 
ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of 
the United   Nations, A regional economic integration organization may deposit its 
instrument of  ratification, acceptance or approval if at least one of its member 
States  has  done   likewise.  In  that  instrument  of  ratification,  acceptance  or 
approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to 
the matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the 
depositary of any relevant modification in the extent of its competence. 
4.   This  Protocol  is  open  for  accession  by  any  State  or  any  regiona l  economic 
integration organization of which at least one member State is a Party to this Protocol. 
Instruments of accession shall be deposited with  the  Secretary- General  of  the 
United  Nations.  At  the  time  of  its  accession, a regional economic integration 
organization  shall  declare  the  extent  of  its  competence  with  respect  to  matters 
governed by this Protocol. Such organization  shall also inform the depositary of 
any relevant modification in the extent of its competence. 
 
Article 17 
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Entry into force 
 
1 This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of 
the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except 
that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For 
the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic 
integration organization shall not be counted as additional to those deposited by 
member States of such organization. 
2       For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, 
approvirig or acceding to this Protocol after the deposit of the fortieth instrument of 
such action, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of 
deposit by such State or organization of the  relevant  instrument or on the date 
this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is 
the later.





1 After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party 
to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary- General of 
the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment 
to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the 
purpose of considering and deciding on  the proposal. The States Parties to this 
Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve 
consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no 
agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its 
adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present 
and voting at the meeting of the Conference of the Parties. 
2       Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall 
exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the 
number of their member States that are Parties to this Protocol. Such organizations 
shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice 
versa. 
3       An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to 
ratification, acceptance or approval by States Parties. 
4 An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into 
force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the 
Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or 
approval of such amendment. 
5 When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties 
which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still 
be bound by the provisions of this Protocol arid any earlier amendments that they 





1 A  State  Party  may  denounce  this  Protocol  by  written  notification  to  the 
Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective 
one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General. 
2 A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Protocol 
when all of its member States have denounced it. 
 
Article 20 
Depositary and languages 
 
1       The  Secretary- General  of  the  United  Nations  is  designated  depositary of this 
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Protocol. 
2       The  original  of  this  Protocol,  of  which  the  Arabic,  Chinese,  English, French, 
Russian  and  Spanish  texts  are  equally  authentic,  shall  be  deposited  with  the 
Secretary-General of the United Nations. 
 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto 
by their respective Governments, have signed this Protocol.
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PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK DAN MENGHUKUM 
PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, 
MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG 




Negara-Negara Pihak pada Protokol ini, 
 
Menyatakan bahwa tindakan yang efektif untuk mencegah dan menindak perdagangan 
orang,  terutama  perempuan  dan  anak-anak,  membutuhkan  pendekatan 
internasional  yang  komprehensif  di  negara- negara  asal,  tr ansit  dan  tujuan  yang 
mencakup   tindakan- tindakan   untuk   mencegah   perdagangan   tersebul,   untuk 
menghukum  para  pedagang  dan  untuk   melindungi  korban-korban  perdagangan 
tersebut,  termasuk  dengan  melindungi  hak- hak  asasi  mereka  yang  diakui  secara 
internasional, 
 
Mempertimbangkan fakta bahwa, meskipun keberadaaan berbagai instrumen 
internasional yang memuat aturan-aturan dan tindakan-tindakan praktis untuk menindak 
eksploitasi orang, terutama perempuan dan anak-anak, tidak ada satu pun instrumen 
universal yang menga tur semua aspek-aspek perdagangan orang, 
 
Prihatin bahwa, ketiadaan instrumen tersebut, orang-orang yang rentan diperdagangkan 
tidak akan cukup terlindungi, 
 
Mengingat  resolusi  Majelis  Umum  53/111  tanggal  9  Desember  1998,  dimana 
Majelis  memutuskan  untuk  memb entuk suatu komite antar-pemerintah sementara 
yang terbuka dengan tujuan untuk menyusun suatu konvensi internasional yang 
komprehensif menentang tindak pidana transnasionai terorganisasi dan untuk. 
membahas penyusunan, antara lain,  sebuah instrumen interna sional yang mengatur 
perdagangan perempuan dan anak-anak, 
 
Yakin bahwa  melengkapi  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Menentang  Tindak 
Pidana Transnasiona l Terorganisasi dengan sebuah instrumen internasional untuk 
mencegah,  menindak dan menghukum perdaganga n orang, terutama perempuan dan 
anak-anak, akan bermanfaat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut, 
 
Telah menyepakatii sebagai berikut: 
 
 
I.      Ketentuan Umum 
 
Pasal 1 
Hubungan dengan Konvensi PBB 
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Menentang Tindak Pidana Transnasionai Terorganisasi 
 
1 Protokol  ini  melengkapi  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  Menentang 
Tindak  Pidana  Transnasiona l  Terorganisasi.  Protokol  ini  wajib  ditafsirkan 
sejalan dengan Konvensi. 
2       Ketentuan-ketentuan   Konvensi   wajib   berlaku,   diberlakukan   sama.   terhadap 
Protokol ini kecuali dinyatakan lain di dalamnya. 
3 Tindak pidana yang ditetapkan dalam Pasal 5 Protokol wajib dianggap sebagai 





Tujuan dari Protokol ini adalah; 
(a) Untuk  mencegah  dan  memberantas  perdagangan  orang,  dengan  memberikan 
perhatian khusus kepada perempuan dan anak-anak;
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(b) Untuk melindungi dan membantu korban-korban perdagangan tersebut, dengan 
menghormati sepenuhnya hak-hak asasi mereka; dan 





Untuk maksud Protokol ini: 
(a)     "Perdagangan     orang"     berarti     perekrutan,     pengangkutan,     pengiriman, 
penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan 
kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan 
pembayaran  atau  keuntungan  untuk  mendapatkan persetujuan  dari  seseorang 
yang.   memiliki   kekuasaan   atas   orang   lain,   untuk   tujuan   eksploitasi, 
Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang 
atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan 
atau praktek-praktek serupa dengan perbudakan, penghambaan atau penga mbilan 
organ-organ. 
(b)     Persetujuan  dari  korban  perdagangan  orang  atas  eksploitasi  yang  diniatkan 
sebagaimana  disebutkan  dalam  ayat  (a)  pasal  ini  menjadi  t idak  rele van 
apabila cara- cara yang disebutkan dalam ayat (a) telah digunakan. 
(c)     Perekrutan,   pengangkutan,   pengiriman,   penampungan,   atau   penerimaan 
seorang  anak  dengan  tujuan  mengeksploitasi  wajib  dianggap  sebagai 
"perdagangan orang" meskipun tidak menggunakan cara-cara yang disebutkan 
dalam ayat (a) pasal ini; 
(d)    "Anak" berarti setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun. 
 
Pasal 4 
Ruang Lingkup Keberlakuan 
 
Protokol ini wajib berlaku, kecuali dinyatakan lain di dalamnya, untuk pencegahan, 
penyelidikan  dan  penuntutan  atas  tindak  pidana  sebagaimana  ditetapkan  dalam 
pasal 5 Protokol ini, dimana tindak pidana tersebut bersifat transnasional dan 
melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi, dan juga untuk perlindungan hak- 





1. Setiap  Negara  Pihak  wajib  mengambil  tindakan  legislatif  dan  tindakan 
lainnya yang diperlukan untuk menetapkannya sebagai tindak pidana yang 
diatur dalam pasal 3 Protokol ini, apabila dilakukan secara sengaja. 
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2. Setiap   Negara   Pihak   wajib   mengambil   tindakan   legislatif   atau   tindakan 
lainnya yang diperlukan untuk menjadikannya suatu tindak pidana: 
(a) Tunduk  pada  konsep-konsep  dasar  sistem  hukumnya,  me ncoba  untuk 
melakukan suatu tindak pidana yang ditetapkan pada ayat 1 pasal ini; 
(b)    Berpartisipasi  sebagai  kaki  tangan  melakukan  suatu  tindak  pidana  yang 
ditetapkan pada ayat 1 pasal ini; 
(c)     Mengorganisasi atau mengarahkan orang lain untuk melakukan suatu tindak 
pidana yang ditetapkan pada ayat 1 pasal ini. 
 
II.     Perlindungan bagi Korban- Korban Perdagangan Orang 
 
Pasal 6 
Bantuan dan Perlindungan bagi Korban Perdagangan Orang 
 
1       Dalam  kasus- kasus   ya ng  tepat  dan  sepanjang  dimungkinkan  berdasarkan
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hukum nasionalnya, setiap Negara Pihak wajib melindungi kerahasiaan dan 
identitas korban perdagangan orang, termasuk, antara lain, dengan merahasiakan 
proses persidangan yang berhubungan dengan perdagangan te rsebut. 
 
2 Setiap Negara Pihak wajib memastikan bahwa sistem hukum atau administrasi 
nasionalnya memuat tindakan- tindakan yang memberikan korban perdagangan 
orang,dalam kasus-kasus yang tepat: 
(a)     Informasi tentang proses peradilan dan administratif yang relevan; 
(b)  Bantuan    untuk    memungkinkan    pendapat    dan    keprihatinan    mereka 
disampaikan dan dipertimbangkan di tahapan yang tepat dalam proses 
persidangan pidana melawan pelanggar, dengan cara yang tidak merugikan 
hak-hak pembelaan. 
 
3 Setiap  Negara  Pihak  wajib  mempertimbangkan  untuk  melaksanakan  tindakan- 
tindakan bagi  penyediaan  pemulihan  fisik,  psikologis  dan  sosial  bagi  korban- 
korban perdagangan orang, terrnasuk, dalam   kasus -kasus yang tepat, bekerja 
sama dengan   organisasi- organisasi   non-pemerintah,   organisasi-organisasi 
relevan  lainnya  dan  elemen-elemen  masyarakat sipil lainnya, dan, khususnya, 
ketentuan mengenai; 
(a)    Perumahan yang layak; 
(b)    Bimbingan dan informasi, khususnya lerkait dengan hak-hak hukum mereka, 
dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh korban-korban perdagangan orang; 
(c)    Bantuan kesehatan, psikologis dan materi; dan 
(d)    Kesempatan-kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan. 
 
4 Setiap  Negara  Pihak  wajib  memperhatikan,  dalam  menerapkan  ketentuan- 
ketentuan  dalam  pasal  ini,  umur,  jenis  kelamin  dan  kebutuhan- kebutuhan 
khusus korban-korban   perdagangan   orang,   terutama   kebutuhan-kebutuhan 
khusus anak-anak, termasuk perumahan, pendidikan dan perawatan yang layak. 
 
5 Setiap Negara  Pihak wajib berupaya untuk menyediakan keamanan fisik bagi 
korban-korban perdagangan ketika mereka berada di dalam wilayahnya. 
 
6 Setiap Negara  Pihak  wajib  memastikan  bahwa  sistem  hukum  nasionalnya 
memuat tindakan- tindakan     yang     menawarkan     kepada     korban-korban 




Status Korban Perdagangan Orang di Negara-Negara Penerima 
 
1       Sebagai   tambahan   pengambilan   tindakan- tindakan   scsuai   dengan   pasal   6 
Protokol ini, setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengesahkan 
tindakan- tindakan    legislatif    atau    tindakan-tindakan    tepat    la innya    yang 
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mengizinkan korban-korban perdagangan orang untuk tetap berada di wilayahnya, 
untuk sementara waktu atau secara tetap, dalam kasus-kasus yang tepat. 
2       Dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat 1 pasal ini, setiap Negara Pihak 
wajib     memberikan    pertimbangan    yang    tepat    mengenai    faktor- faktor 
kemanusiaan dan rasa belas kasihan. 
 
Pasal 8 
Pcmulangan Korban Perdagangan Orang 
 
1 Negara Pihak dimana korban perdagangan orang adalah warga negara atau di mana 
orang tersebut  mempunyai  hak  tinggal  menetap  pada  saat  memasuki  wilayah 
Negara Pihak  penerima wajib  membantu dan  menerima, dengan memperhatikan 
keselamatan orang tersebut, pemulangan orang tersebut tanpa penundaan yang tidak 
semestinya atau tidak beralasan.
  138 
 
2 Ketika  suatu  Negara  Pihak  memulangkan  korban  perdagangan orang kepada 
Negara Pihak dimana orang tersebul merupakan warga negaranya atau dimana ia 
memiliki, pada saat masuk wilayah Negara Pihak penerima. hak tinggal menetap, 
pemulangan tersebut wajib memperhatikan keamanan orang tersebut dan status 
dari   proses   hukum   apapun  yang  berhubungan  dengan  fakta  bahwa  orang 
tersebut  adalah  korban  dari  perdagangan  dan  diutamakan  dilakukan  secara 
sukarela. 
3 Atas permintaan Negara Pihak penerima, suatu Negara Pihak yang diminta wajib, 
tanpa penundaan yang tidak semestinya atau tidak beralasan, memastikan apakah 
orang yang menjadi korban perdagangan orang adalah warga negaranya atau 
memiliki hak tinggal menetap di wilayahnya pada saat masuk ke dalam wilayah 
Negara Pihak penerima. 
4 Untuk     memudahkan  pemulangan  korban  perdagangan   orang   yang   tidak 
memiliki dokumen yang layak, Negara Pihak dimana orang tersebut adalah warga 
negaranya atau dimana ia memiliki hak tinggal menetap pada saat masuk ke dalam 
wilayah Negara Pihak Penerima wajib menyetujui untuk menerbitkan, atas 
permintaan Negara Pihak penerima,dokumen- dokumen perjalanan tersebut atau 
otorisasi yang lain yang dianggap perlu  untuk memungkinkan orang tersebut 
pergi dan masuk kembali ke wilayahnya. 
5 Pasal  ini  tidak  dapat  merugikan  hak- hak  yang  diberikan  kepada    korban- 
korban perdagangan orang oleh hukum nasional Negara Pihak penerima. 
6       Pasal  ini  tidak  dapat  merugikan  perjanjian  bilateral  atau  multilateral  yang 
berlaku atau perjanjian atau pengaturan yang mengatur, secara menyeluruh atau 
sebagian, pemulangan korban-korban perdagangan orang. 
 
III.    Pencegaha n, Kerjasama dan Tindakan- Tindakan Lainnya 
 
Pasal 9 
Pencegahan Perdagangan Orang 
 
1 Negara-Negara Pihak wajib membuat kebijakan-kebijakan, program-program dan 
tindakan-tindakan komprehensif lainnya: 
(a) Untuk mencegab dan memberantas perd agangan orang; dan.  
(b) Untuk    melindungi    korban- korban    perdagangan    orang, terutama 
perempuan dan anak-anak, agar tidak dijadikan korban lagi. 
2 Negara-Negara  Pihak  wajib  berupaya  mengambil  tindakan- tindakan  seperti 
penelitian,  sosialisasi  informasi  dan  kampanye   media  massa  dan    inisiatif- 
inisiatif  sosial  dan  ekonomi  untuk  mencegah  dan  memberantas  perdagangan 
orang, 
3 Kebijakan-kebijakan, program-program dan tindakan-tindakan lainnya yang dibuat 
sesuai  dengan   pasal   ini   wajib,   sepatutnya,   termasuk   keijasama   dengan 
organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi relevan lainnya dan 
elemen-elemen masyarakat sipil lainnya. 
4       Negara-Negara  Pihak  wajib  mengambil  atau  memperkuat  tindakan- tindakan, 
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termasuk melalui kerjasama bilateral atau multilateral, untuk mengurangi 
faktor- faktor  yang  membuat  orang-orang, terutama perempuan dan anak-anak, 
reman terhadap perdagangan, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kurangnya 
kesempatan yang setara. 
5       Negara-Negara  Pihak  wajib  mengambil  atau  memperkuat  tindakan-tindakan 
legislatif atau tindakan- tindakan lainnya, seperti pendidikan, tindakan- tindakan 
sosial atau kebudayaan, termasuk melalui kerjasama bilateral dan multilateral, 
untuk mengurangi permintaan yang memicu segala bentuk eksploitasi orang, 
termasuk perempuan dan anak-anak, yang mengarah ke perdagangan.
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Pasal 10  
Periukaran Informasi dan Pelatihan 
 
1 Penegak hukum, imigrasi atau pihak-pihak berwenang lainnya di Negara-Negara 
Pihak wajib, sepatutnya, bekerjasama antara satu dengan yang lainnya me lalui 
pertukaran informasi, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk memungkinkan 
mereka menentukan: 
(a) Apakah  individu- individu  yang  melintasi  atau  mencoba  melintasi  suatu 
perbatasan  internasional  dengan  dokumen- dokumen  perjalanan  milik 
orang  lain  atau  tanpa  dokumen-dokumen  perjalanan merupakan pelaku- 
pelaku atau korban perdagangan orang; 
(b)    Jenis-jenis dokumen perjalanan yang pernah digunakan atau yang dicoba 
digunakan   oleh    individu- individu   untuk   melintasi   suatu   perbatasan 
internasional untuk tujuan perdagangan orang; dan 
(c) Cara-cara dan  metode- metode yang digunakan oleh kelompok-kelompok 
penjahat terorganisasi    untuk    tujuan    perdagangan    orang,    termasuk 
perekrutan dan pengangkutan korban-korban,  jalur- jalur  dan  hubungan- 
hubungan antara sesama individu- individu dan kelompok-kelompok yang 
terlibat dalam perdagangan orang tersebut, serta tindakan-tindakan yang 
dimungkinkan untuk mendeteksinya. 
2 Negara-Negara  Pihak  wajib  menyediakan  atau  memperkuat  pelatihan  untuk 
penegak hukum,   imigrasi   atau   pejabat-pejabat   berwenang   lainnya   dalam 
pencegahan perdagangan orang. Pelatihan ini  wajib difokuskan pada metode- 
metode  yang  digunakan  untuk  mencegah perdagangan tersebut, pemidanaan 
para  pedagang  dan  melindungi  hak- hak  korban-korban,  termasuk  melindungi 
korban-korban dari para pedagang. Pelatihan ini juga wajib memperhatikan 
perlunya mempertimbangkan isu- isu hak asasi manusia dan isu- isu anak dan jenis 
kelamin yang sensitif dan wajib mendorong kerjasama dengan organisasi- 
organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi relevan lainnya dan elemen- 
elemen masyarakat sipil lainnya. 
3 Suatu   Negara   Pihak   yang   menerima   informasi   wajib   memenuhi   setiap 






Tindakan di Perbatasan 
 
1 Tanpa mengenyampingkan komitmen-komitmen internasional mengenai kebebasan 
bergerak orang, Negara-Negara Pihak wajib memperkuat, sejauh mungkin. 
pengawasan-pengawasan di perbatasan yang diperlukan untuk mencegah dan 
mendeteksi perdagangan orang. 
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2 Masing- masing Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif atau 
tindakan yang   layak   lainnya   untuk   mencegah,   sejauh   mungkin,   moda 
transportasi yang dioperasikan oleh angkutan komersial digunakan untuk 
pelaksanaan tindak pidana berdasarkan pasal 5 Protokol ini, 
3       Bila     diperlukan,     dan     tanpa     mengenyampingkan     konvensi-konvensi 
internasional  yang  berlaku,  tindakan-tindakan  tersebut  hams  termasuk 
menetapkan kewajiban pengangkut komersial, termasuk perusahaan transportasi 
atau pemilik atau operator moda transportasi,  untuk  memastikan bahwa semua 
penumpang   memiliki   dokumen-dokumen  perjalanan   yang   diperlukan   untuk 
masuk ke Negara penerima. 
4 Masing- masing   Negara   Pihak   wajib   mengambil   tindakan- tindakan   yang 
diperlukan,  sesuai  dengan  hukum  nasionalnya,  untuk  memberikan  sanksi- 
sanksi terhadap kasus-kasus pelanggaran kewajiban sebagairnana yang ditetapkan 
dalam ayat 3 pasal ini.
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5 Masing- masing   Negara   Pihak   wajib   mempertimbangkan   untuk   mengambil 
tindakan yang mengijinkan, sesuai dengan hukum nasionalnya, penolakan masuk, 
atau pencabutan visa orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana 
sebagaimana yang ditetapkan dalam Protokol ini. 
6 Tanpa  mengenyampingkan  pasal  27  Konvensi,  Negara-Negara  Pihak  wajib 
mempererat  kerjasama  di  antara  instansi- instansi pengawas perbatasan melalui, 
antara lain, menetapkan dan memelihara saluran-saluran komunikasi la ngsung. 
 
Pasal 12 
Keamanan dan Pengawasan Dokumen 
 
Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan- tindakan yang diperlukan, melalui 
cara-cara yang tersedia: 
(a)    Untuk  memastikan  bahwa  dokumen-dokumen  perjalanan  atau  identitas  yang 
diterbitkannya  memiliki  kualitas  yang  tidak  dapat  dengan  mudah 
disalahgunakan   dan   tidak   dapat   dengan   cepat   dipalsukan   atau   diubah, 
digandakan atau diterbitkan secara melawan hukum; dan 
(b) Untuk menjamin keutuhan dan keamanan dokumen-dokumen  perjalanan atau 
identitas  yang  diterbitkan  oleh  atau  atas  nama  Negara  Pihak  dan  untuk 
mencegah pembuatan, penertiban dan penggunaannya yang melawan hukum. 
 
Pasal 13 
Keabsahan dan Keberlakuan Dokumen 
 
Berdasarkan permintaan Negara Pihak Iain, Negara Pihak wajib, sesuai dengan hukum 
nasionalnya, memeriksa dalam jangka waktu yang wajar keabsahan dan keberlakuan 
dokumen-dokumen perjalanan atau identitas yang diterbitkan atau dinyatakan telah 
diterbitkan atas namanya dan dicurigai telah digunakan untuk perdagangan orang. 
 
IV.    Final Provisions 
 
Pasal 14 
Klaus ul Pengecualian 
 
1 Tidak  satu  pun  dalam  Protokol  ini  yang  mcmengaruhi  hak- hak,  kewajiban- 
kewajiban dan tanggung jawab Negara-Negara dan individu- individu berdasarkan 
hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak- hak 
asasi manusia internasional dan, khususnya, apabila dimungkinkan, Konvens i 1951 
dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi dan prinsip pengusiran sebagaimana 
tercantum di dalamnya. 
2 Tindakan- tindakan      yang      ditetapkan      dalam      Protokol      ini      wajib 
diinterpretasikan dan diaplikasikan melalui cara yang tidak diskriminatif terhadap 
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orang-orang sebagai korban-korban perdagangan orang. Interpretasi dan aplikasi 
tindakan- tindakan    tersebut    wajib    konsisten    dengan    prinsip-prinsip    non- 





1  Negara-Negara Pihak wajib menyelesaikan sengketa mengenai  penafsiran  atau 
pelaksanaan Protokol ini melalui negosiasi. 
2       Setiap sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau 
pelaksanaan Protokol ini yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi dalam 
waktu yang pantas wajib, atas permintaan salah satu Negara-Negara Pihak, 
diselesaikan  melalui  arbitrasi.  Apabila,  ena m bulan  setelah  tanggal  permintaan 
aribtrasi, Negara-Negara Pihak tidak dapat menyepakati organisasi arbitrasi, salah 
satu Negara Pihak dapat melimpahkan sengketa kepada Mahkamah Internasional
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melalui permintaan sesuai dengan Statuta Mahkamah. 
3       Setiap Negara Pihak dapat, pada saat penandatanganan, ratifikasi, penerimaan 
atau   persetujuan   atau   aksesi   Protokol   ini,   menyatakan   bahwa   ia   tidak 
mengikatkan dirinya pada ayat 2 pasal ini, Negara-Negara Pihak lainnya tidak 
akan terikat pada ayat 2 pasal ini terhadap setiap Negara Pihak yang membuat 
pensyaratan semacam itu. 
4       Setiap Negara Pihak yang membuat pensyaratan sesuai dengan ayat 3 pasal ini 
dapat   setiap   saat   mcnarik   pensyaratannya   melalui   pemberitahuan   kepada 
Sekretaris Jenderal Perserikalan Bangsa- Bangsa. 
 
Pasal 16 
Penandatanganan, Raiifikasi, Penerimaan, Penyetujuan dan Aksesi 
 
1 Protokol ini terbuka bagi semua Negara untuk penandatanganan sejak tanggal 12 
hingga 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, dan selanjutnya di Markas Besar 
Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York hingga tanggal 12 Desember 2002. 
2       Protokol  ini  terbuka  untuk  pena ndatanganan  oleh  organisasi-organisasi integrasi 
ekonomi regional apabila setidaknya salah satu Negara anggota organisasi 
tersebut telah menandatangani Protokol ini sesuai dengan ayat 1 pasal ini. 
3       Protokol  berlaku  dengan  adanya  ratifikasi,  penerimaan  atau  persetujuan. 
Instrumen  ratifikasi,  penerimaan  atau  persetujuan  wajib  disimpan  kepada 
Sekretaris  Jenderal  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Suatu  organisasi  integrasi 
ekonomi regional dapat menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan atau 
persetujuan   bila   sekurang-kurangnya   satu   dari   Negara   anggotanya   telah 
melakukan hal yang sama, Dalam instrumen ratifikasi, penerimaan atau 
persetujuan, organisasi tersebut wajib menyatakan ruang lingkup 
kompetensinya   terhadap   hal- hal   yang   diatur   oleh   Protokol   ini.   Organisasi 
dimaksud juga wajib memberitahukan mengenai penyimpanan perubahan terkait 
lainnya sesuai dengan kompetensinya. 
4 Protokol ini terbuka untuk aksesi oleh setiap Negara atau organisasi integrasi 
ekonomi  regional  dimana  sekurang- kurangnya  satu  Negara  anggotanya 
adala h  Pihak  pada  Protokol  ini.  Instrumen  aksesi  wajib  disimpan  kepada 
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat aksesi, organisasi 
integrasi  ekonomi  regional  wajib   menyatakan  ruang  lingkup  kompetensinya 
terhadap ha1- hal yang diatur oleh Protokol ini. Organisasi dimaksud juga wajib 
memberitahukan penyimpan mengenai setiap perubahan terkait lainnya mengenai 
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1 Protokol.ini   mulai   berlaku   pada   hari   kesembilan   puluh   setelah   tanggal 
penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi keempat 
puluh,  kecuali  bahwaia  tidak  berlaku  sebelum  berlakunya  Konvensi.  Untuk 
tuj uan  ayat  ini,  setiap  instrumen  yang  disimpan  oleh  organisasi  integrasi 
ekonomi regional tidak dapat dihitung sebagai tambahan  dari  instrumen  yang 
disimpan oleh Negara-Negara anggota dari organisasi tersebut. 
2 Untuk  setiap  Negara  atau  organisasi  integrasi  ekonomi  regional  yang 
meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi Protokol ini setelah 
penyimpanan instrumen keempat puluh tersebut, Protokol ini mulai berlaku pada 
hari  ketiga  puluh  setelah  tanggal penyimpanan  oleh  Negara  atau  organisasi 
instrumen  yang  terkait  atau  pada  tanggal Protokol  ini  mulai  berlaku  sesuai 
dengan ayat 1 pasal ini, mana pun yang berakhir.





1 Setelah lewat masa lima tahun sejak mulai berlakunya Protokol ini, suatu Negara 
Pihak  terhadap Protokol dapat mengajukan amandemen dan menyampaikannya 
kepada   Sekretaris   Jenderal   Perserikatan   Bangsa- Bangsa,   yang   kemudian 
mengkomunikasikan usulan amandemen tersebut kepada Negara-Negara Pihak 
dan  kepada  Konferensi  para  Negara-Negara  Pihak  pada  Konvensi  dengan 
tujuan mempertimbangkan dan memutuskan usulan dimaksud. Negara-Negara 
Pihak pada Protokol ini yang bertemu dalam Konferensi Negara-Negara Pihak 
wajib berupaya mencapai konsensus pada setiap amandemen. Bila setiap upaya 
untuk  mencapai  konsensus  telah  ditempuh  dan  tidak  ada  kesepakatan  yang 
dicapai, amandemen wajib, sebagai upaya terakhir, untuk diterima, memperoleh 
dua-per-tiga suara mayoritas Negara-Negara Pihak pada Protokol yang hadir dan 
memberi suara pada saat pertemuan Konferensi Negara-Negara Pihak. 
2 Organisasi integrasi ekonomi regional, dalam; ruang lingkup kompetensinya, 
wajib menggunakan hak pilihnya dalam pasal ini: dengan jumlah suara yang 
sama dengan jumlah Negara-Negara anggotanya yang menjadi Pihak pada 
Protokol  ini.  Organisasi-organisasi  tersebut  tidak  dapat  menggunakan  hak 
pilihnya bila Negara-Negara anggota menggunakan hak pilih mereka dan 
sebaliknya. 
3       Amandemen yang disahkan sesua i dengan ayat 1 pasal ini berlaku dengan 
adanya ratifikasi, penerimaan atau persetujuan Negara-Negara Pihak. 
4       Amandemen  yang  disahkan  sesuai  dengan  ayat  1  pasal  ini  mulai  berlaku 
mengikat suatu Negara.Pihak sembilan puluh hari sejak tanggal penyimpanan 
instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan amandemen tersebut kepada 
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
5 Apabila suatu amandemen mulai berlaku mengikat, hal tersebut akan mengikat 
Negara-Negara Pihak yang telah menyatakan penundukan dirinya. Negara-Negara 
Pihak  lainnya  tetap  terikat  pada  ketentuan- ketentuan  Protokol  ini  dan  setiap 






1 Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Protokol ini  melalui pemberitahuan 
tertulis  kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri 
tersebut berlaku efektif satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan dari 
Sekretaris Jenderal. 
2       Suatu  organisasi  integrasi  ekonomi  regional  berhenti  menjadi  Pihak  terhadap 
Protokol ini ketika seluruh Negara-Negara anggotanya telah menarik diri. 
 
Pasal 20 
  147 
 
Penyimpanan dan Bahasa 
 
1       Sekretaris  Jenderal  Perserikatan  .Bangsa-Bangsa  ditunjuk  sebagai  penyimpan 
Protokol ini. 
2       Naskah asli Protokol ini, dalam bahasa Arab; China, Inggris, Perancis, Rusia dan 
Spanyol  yang  kesemuanya  otentik,  wajib  disimpan  kepada  Sekretaris  Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa; 
 
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini berkuasa penuh, telah diberi 
kuasa oleh Pemerintah masing- masing, telah menandatangani. Protokol ini. 
 
